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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Letak Geografis Kota Lubuklinggau 

Kota Lubuklinggau (Dahulu Daerah Tingkat II berstatus Kota Madya) 

adalah suatu kota setingkat kabupaten paling barat wilayah provinsi sumatera 

selatan yang terletak pada posisi antara 102 o 40' 0'' - 103 o 0' 0" bujur timur 

dan 3 o 4' 1 0" - 3 ° 22' 30" lin tang selatan berbatasan langsung dengan 

kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu. Status "kota" untuk 

Lubuklinggau diberikan melalui UU No. 7 Tahun 2001 dan diresmikan pada 17 

Agustus 2001, Kota ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Musi Rawas. 

Luas wilayah kota Lubuklinggau berdasarkan undang-undang no . 7 

tahun 2001 seluas 401,50 Km atau 40.150 Ha yang meliputi 8 wilayah 

kecamatan dan 72 kelurahan. Kota Lubuklinggau adalah suatu kota setingkat 

kabupaten paling barat wilayah provinsi sumatera selatan yang terletak pada 

posisi antara 102 ° 40' 0" - 103 o 0' 0" bujur timur dan 3 o 4' 1 0" - 3 o 22' 30" 

lintang selatan berbatasan langsung dengan kabupaten Rejang Lebong Provinsi 

Bengkulu yang secara administratif mempunyai batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara 

Sebelah Timur 

Sebelah selatan 

Sebelah barat 

Berbatasan dengan Kecamatan BKL Ulu Terawas 
Kabupaten Musi Rawas. 
Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo Dan 
Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas. 
Berbatasan dengan Kecamatan Muara Beliti Dan 
Provinsi Bengkulu. 
Berbatasan dengan Provinsi Bengkulu 
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Sesuai dengan Undang - Undang Nom or 7 Tahun 200 I tentang 

Pembentukan Kota Lubuklinggau, Kota Lubuklinggau mencakup 4 (empat) 

kecamatan, dengan luas wilayah 401,50 Km2 atau 40.150 Ha. Mengacu pada 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 17 Tanun 2004 tentang 

Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 49 kelurahan menjadi 72 kelurahan dan 

Peraturan Daerah (Perda) Kota Lubuklinggau Nomor 18 Tahun 2004, tentang 

Pemekaran Kota Lubuklinggau dari 4 kecamatan menjadi 8 kecamatan. 

I. Kecamatan Lubuklinggau Barat I 

2. Kecamatan Lubuklinggau Barat II 

3. Kecamatan Lubuklinggau Timur I 

4. Kecamatan Lubuklinggau Timur II 

5. Kecamatan Lubuklinggau Utara I 

6. Kecamatan Lubuklinggau Utara II 

7. Kecamatan Lubuklinggau Selatan I 

8. Kecamatan Lubuklinggau Selatan II 

Kota Lubuklinggau memiliki posisi geostrategis dengan menjadi Kota 

perlintasan jalur tengah Swnatera yang menghubungkan Provinsi Sumatera 

Selatan dengan Provinsi Bengkulu di sisi Barat, Provinsi Lampung di sisi 

Selatan dan wilayah lainnya di bagian utara Pulau Sumatera. Dengan 

bertemunya berbagai arus lalu lintas tersebut. Kota Lubuklinggau menjadi Kota 

transit atau Kota pertemuan berbagai kepentingan sosial, ekonomi dan budaya. 

Konsekuensi logis dari berpadunya berbagai kepentingan tersebut, 

mengakibatkan Kota Lubuklinggau menjadi Kota yang heterogen. 
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4.2 Latar Belakang Dibentuknya Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kota Lubuklinggau 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau adalah salah satu 

SKPD dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam 

membantu Walikota dan bertanggung jawab kepada Walikota da1am 

penyelenggaraan Pemerintahan berdasarkan kebijakan yang ditetapkan 

Walikota. Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dengan Peraturan Walikota 

Lubuklinggau Nomor 191 Tahun 2003 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan 

Fungsi Kantor Pemuda dan Olahraga yang telah diubah dengan Peraturan 

Walikota Lubuklinggau Nomor 48 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas 

Pokok dan Fungsi Dinas Pemuda dan Olahraga. 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau adalah instansi 

pemerintah yang mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di 

bidang pemuda dan olahraga serta melaksanakan tugas pembantuan yang 

diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi, yang mempunyai 

VIS/: 

"Tingkatkan Pemuda Cerdas, Inovatif, Pembaharuan dan Berakhlak Mulia 

menuju Prestasi Olahraga Go Nasional dan Intemasional". 

Pemyataan visi di atas, secara implisit menunjukkan bahwa Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau berkeinginan untuk: Meningkatkan pemuda 

cerdas, inovatif, pembaharu dan berakhlak mulia menuju prestasi olahraga go 

Nasional dan lntemasional. 
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Selanjutnya perwujudan seperti yang diungkapkan di atas memiliki 

tujuan jangka panjang yaitu terselenggaranya pelayanan kepemudaan yang 

mendukung meningkatnya produktifitas pemuda yang berorientasi mandiri, 

meningkatnya budaya dan prestasi olahraga dikalangan pemuda. 

Secara garis besar arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau untuk masa lima tahun ke depan menitikberatkan pada : 

a) Meningkatnya kinerja SDM dan kinerja organisasi 

b) Meningkatnya peran serta pemuda dalam berbagai bidang pembangunan 

c) Meningkatnya upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hid up 

pemuda. 

d) Meningkatnya upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba 

e) Meningkatnya pengembangan kebijakan dan manajemen olahraga 

f) Meningkatnya pembinaan dan pemasyarakatan olahraga 

g) Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga 

Untuk mewujudkan visi tersebut didukung oleh MISI yang diemban oleh 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau yaitu : 

(1) Peningkatan kapasitas dan kapabilitas kelembagaan Dinas Pemuda dan 

Olahraga; 

(2) Peningkatan pemuda yang produktifberorientasi mandiri; 

(3) Peningkatan olahragawan berprestasi dan sarana prasarana olahraga. 

16/41828.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



38 

4.3 Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau 

Berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 48 Tahun 2014, 

Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau adalah 

scbagai berikut: 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas mempunya1 tugas memimpin,mengawasi, membina dan 

melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang pemuda, olahraga, sarana 

dan prasarana, kewirausahaan dan industri olahraga. 

2. Sekretaris Dinas 

Sekretaris Dinas mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan penyusunan 

rencana dan melaksanakan urusan kesekretariatan meliputi kepegawaian, 

mengelolah urusan keuangan, rumah tangga serta pengumpulan data 

program dan pelaporan. 

Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyelenggaraan penyusunan perencanaan~ 

b. Penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi 

keuangan dan administrasi kepegawaian; 

c. Penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan 

hubungan masyarakat; 

d. Penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan; 

e. Pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian,evaluasi dan pelaporan 

pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan 

f Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan 

tugas pokok dan fungsinya. 
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2.1 Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umurn dan Kepegawaian; 

b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola adrninistrasi 

kepegawaian, kesejahteraan pega.wai dan pendidikan pelatihan 

pegawm; 

c. melaksanakan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, urusan surat 

menyurat, kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, keprotokolan, 

penyusunan rencana kebutuhan barang, peralatan, mendistribusikan; 

d. melaksanakan tata usaha barang, perawatanlpenyimpanan peralatan 

kantor dan pendataan inventaris kantor; 

e. menyelenggarakan adrninistrasi perkantoran; 

f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; 

g. menghimpun, mengolah data, menyusun program kerja Sub Bagian 

Umum dan Kepegawaian; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris 

sesuai tugas dan fungsinya. 

2.2 Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas : 

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan 

administrasi keuangan Dinas; 

b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan; 

c menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan 

sesuai ketentuan 
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d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan 

yang berlaku; 

e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol 

keuangan secara periodik; 

f melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai 

tugas dan fungsinya 

2.3 Kepala Sub Bagian Program,Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program, Evaluasi dan 

Pelaporan; 

b. melaksanakan penytapan bah an 

koordinasi dalam penyusunan rencana 

bidang kepemudaan dan keolahragaan; 

dan melaksanakan 

strategis pembangunan 

c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan rencana kerja 

kegiatan bidang kepemudaan dan keolahragaan; 

d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan kerja sama lintas 

sektor; 

e. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen dan Pelaporan 

Dinas Pemuda dan Olah Raga; 

f melaksanakan koordinasi, sinkronisasi penyusunan rencana 

kegiatan tahunan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan; 

g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam rangka 

penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Dinas Pemuda 

dan Olah Raga; 
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h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan kepada pimpinan 

dalam rangka pengendalian dan pengembangan pembangunan bidang 

kepemudaan dan keolahragaan; 

1. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana program pembangunan di 

bidang pemuda olah raga; dan dan 

J. melakukan penyusunan laporan tahunan laporan lainnya; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh sekretaris 

sesuai tugas dan fungsinya 

3. Kepala Bidang Kepemudaan 

Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan urusan 

dibidang pemberdayaan kepemudaan,pengembangan organisasi pemuda, 

kepemimpinan pemuda, kaderisasi kepemudaan, pembangunan wawasan 

kebangsaan dan aktivitas pemuda serta tugas lain yang diberikan oleh 

Kepala Dinas. 

Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. penyusunan/perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang 

kepemudaan; 

b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan; 

c. pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan pelaksanaan tugas; 

d. penyelenggaraan urusan pemberdayaan kepemudaan; 

e. penyelenggaraan urusan pengembangan organisasi kepemudaan; 
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f. penyelenggaraan urusan pembangunan wawasan kebangsaan dan 

kepemimpinan pemuda; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesum 

tugas dan fungsinya. 

3.1 Kepala Seksi Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas: 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan kegiatan Sarjana Penggerak Pembangunan; 

c. melaksanakan kegiatan pemuda pelopor; 

d. melaksanakan seleksi pertukaran pemuda antar provinsi maupun antar 

Negara; 

e. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemulihan pemuda beresiko; 

f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang 

Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3.2 Kepala Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda mempunyai tugas: 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas; 

b. menyusun pedoman teknis pengembangan organisasi kepemudaan; 

c. melaksanakan pembinaan pengembangan organisasi kepemudaan; 

d. meneliti dan memproses permohonan pemberian rekomendasi dalam 

rangka kegiatan kepemudaan; 

e. monitor dan evaluasi kegiatan pengembangan orgamsast 

kepemudaan; 
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f membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Kepemudaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

3.3 Kepala Seksi KetJemimpinan Pemuda mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas; 

b. menyusun pedoman teknis pembangunan wawasan kebangsaan dan 

kepemimpinan pemuda; 

c. monitor dan evaluasi kegiatan pembangunan wawasan kebangsaan dan 

kepemimpinan pemuda; 

d. meneliti dan memberikan rekomendasi dalam rangka kegiatan 

pembangunan wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda; 

e. melaksanakan seleksi dan pelatihan paskibraka; dan 

f. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran bela negara; 

4. Kepala Bidang Keolahragaan 

Kepala Bidang Keolahragaan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pemberian pertimbangan, penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan dan 

pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada Bidang Keolahragaan 

yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga prestasi, dan olahraga rekreasi. 

Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan di bidang 

keo lahragaan; 

b. pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga; 
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c. pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga; 

d. pembinaan dan pengembangan Ilmu, Pengetahuan dan Teknologi 

dibidang keolahragaan; 

e. pcnyelenggaraan pekan dan kej ua.raan olahraga; 

f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga keolahragaan; 

g. pengembangan kerjasama dan informasi keolahragaan; 

h. pengembangan dan peningkatan kemitraan pemerintah dengan 

masyarakat dalam pembangunan olahraga; 

1. pengembangan manajemen olahraga; 

J. pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan olahraga; 

k. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager dan pembina 

olahraga; 

I. pembangunan dan pengembangan industri olahraga; 

m. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan kesejahteraan 

pelaku olahraga; dan 

n. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesua1 

tugas dan fungsinya. 

4.1 Kepala Seksi Olahraga Pendidikan mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas; 

b. menyusun pedoman teknis olahraga pendidikan; 

c. memfasilitasi kegiatan olahraga pelajar dan mahasiswa tingkat Kota, 

provinsi dan nasional; 

d. melaksanakan pemusatan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa; 
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e. mengumpulkan data olahraga pelajar dan mahasiswa; 

f. melaksanakan kerjasama dengan unit terkait dalam penyelenggaraan 

pekan olahraga pelajar dan mahasiswa; 

g. membuat dan mcnyusun laporan kegiatan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4.2 Kepala Seksi Olahraga Prestasi mempunyai tugas : 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas; 

b. menyusun pedoman teknis olahraga prestasi; 

c. menyusun rencana analisa potensi olahraga prestasi; 

d. memfasilitasi pelaksanaan olahraga prestasi; 

e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

4.3 Kepala Seksi Olahraga Rekreasi mempunyai tugas: 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas; 

b. menyusun pedoman teknis olahraga rekreasi yaitu olahraga 

masyarakat, tradisional dan penyandang cacat; 

c. melakukan pemassalan dan pembibitan olahraga rekreasi; 

d. monitor dan evaluasi kegiatan pembibitan olahraga rekreasi; 

e. memfasilitasi pelaksanaan olahraga rekreasi; 

f. mengembangkan olahraga rekreasi; 
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g. membuat dan menyusun laporan kegiatan. 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang 

Keolahragaan sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

5. Kepala Bidang Sarana dan Prasara11a 

Kepala Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas merumuskan dan 

melaksanakan pengembangan sarana dan prasarana olahraga, pengendalian 

dan pemanfaatan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan bidang sarana dan 

prasarana olahraga; 

b. perumusan kebijakan tekhnis dalam pembangunan, pengendalian dan 

pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga; 

c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam pembangunan, 

pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga; 

d. penyelenggaraan pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana 

dan prasarana olahraga; 

e. pemberian izin/rekomendasi penyelenggaraan pertandingan olahraga 

dan penggunaan sarana di bidang pemuda dan olahraga; 

f. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, pengendalian 

dan pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, sesuai dengan 

tugas dan fungsinya; dan 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas. 
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5.1 Kepala Seksi Sarana dan Prasarana mempunyai tugas: 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merencanakan pelaksanaan pembangunan dan 

pengadaan sarana dan prasarana olahraga; 

c. menginventarisasi pengadaan, penyaluran dan pemeliharaan sarana 

olahraga; 

d. mengevaluasi pengelolaan sarana dan prasarana olahraga; 

e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

5.1 Kepala Seksi Pengendalian dan Perawatan mempunyai tugas: 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan 

pelaksanaan tugas; 

b. menyusun konsep pedoman teknis, standar, kriteria, dan prosedur 

pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan 

keolahragaan; 

c. melakukan pemetaan kondisi dan proyeksi pemeliharaan dan 

perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

d. melakukan pemeliharaan/perawatan saran a dan prasarana 

kepemudaan dan keolahragaan; 

e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemeliharaan dan 

perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

f. melakukan pembimbingan teknis pemeliharaan dan perawatan sarana 

dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 
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g. melakukan pengaJuan usul penghapusan sarana dan prasarana 

kepemudaan dan keolahragaan yang tidak layak digunakan; 

6. Kelompok Jabatan Fungsional 

Pada Dinas PemuJa dan Olahraga Kota Lubuklinggau Ke:ompok 

Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas 

Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan sesuai dengan 

peraturan perundang - undangan yang berlaku. Kelompok Jabatan 

Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk. 

Untuk menunjang pelaksanaan kebijakan pelayanan di Dinas Pemuda 

dan Olahraga, dibentuklah struktur organisasi Dispora Kota Lubuklinggau 

yang dapat dilihat pada bagan berikut: 

I Kepala Dinas I 
I Sekretaris J I Kelompok Jabatan Fungsional I 

I I 

I Kasubbag Umum I I Kasubbag Keu 

I Kabid I I Kabid I Kabid Sapra 
J 

I I 
Kasubbid Produktivitas Kasubbid Olahraga Pel, Kasubbid Sarana dan 

kepemudaan Mhs dan Masy Prasarana 

I I 
Kasubbid Lembaga Kasubbid Bina Prestasi Kasubbid Pengendalian 

kepemudaan & Org. Olahraga dan Perawatan 

Gam bar 4.1. Struktur Organisasi Dispora Kota Lubuklinggau 
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4.4 Somber Daya Aparatur Dinas Pemuda dan Olabraga Kota 

Lubuklinggau 

Jumlah apatur Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau 

sebanyak 32 Orang, yang terbesar adalah go Iongan III/c yaitu sebanyak 28,1% 

dan yang terkecil adalah golongan llc,II/b, lllc, dan Illd, masing - masing 

sebesar 3, l %. Data apatur dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel4.1 
Data Aparatur Menurut Golongan Pada Dinas Pemuda dan Olahraga 

Golongan I Golongan II Golongan Ill Golongan IV 
Total 

a B c d a b c d a b c d a b c d 

OISPORA - - 1 - 7 1 1 1 3 2 9 2 3 2 - - 32 

Jumlah - - 1 - 7 1 1 1 3 2 9 2 3 2 - - 32 

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Dinas 
Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau Tahun 2014 

Sedangkan tingkat pendidikan aparatur Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kota Lubuklinggau dapat dilihat pada tabel di bawah ini : 

Tabel4.2 
Data PNS Dinas Pemuda Dan Olahraga Berdasarkan 

Kualifikasi Pendidikan 

-

NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH 

1 S2 2 
2 S1 19 
3 04 -

4 03 1 
.. 

5 02 -

6 01 -
~- SMA 9 

--~---

8 SMP 1 
f--··-- ·----- -------· ~--~-

32~ JUMLAH 
'-----· 

Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemenntah Daerah (LPPD) Dinas 
Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau Tahun 2014 
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4.5 Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2013 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan 

Kinerja Pegawai. 

Tambahan Penghru,ilan Pegawai adalah tambaha11 penghasilan yang 

diberikan kepada PNS dan CPNS di lingkungan Pemerintah Kota 

Lubuklinggau oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau diluar gaji dan tunjangan 

dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan 

peraturan perundang - undangan . Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai bertujuan untuk : 1) Meningkatkan kinerja PNS dan CPNS, 

2) Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, 3) Meningkatkan 

kesejahteraan PNS dan CPNS, 4) Meningkatkan disiplin keija PNS. 

Hasil penelitian dengan melaksanakan wawancara dengan para 

informan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Peraturan Walikota 

Lubuklinggau Nomor 50 tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan 

Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan kinerja pegawai pada Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau yang berorientasi pada teori 

George Edward III yang meliputi faktor komunikasi, sumber daya, sikap 

pelaksana (disposisi) dan struktur organisasi dengan pedoman pelaksana 

yang diperoleh hasil sebagai berikut : 

4.5.1 Faktor Komunikasi 

Komunikasi yang baik sangat menetukan tingkat keberhasilan dalam 

pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan publik. Implementasi yang 

efektif terjadi apabila para pembuat keputusan telah mengetahui apa yang 

akan mereka kerjakan, dan dikomunikasikan dengan baik. Implementasi 

16/41828.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



51 

kebijakan dapat beijalan secara efektif, jika yang bertanggungjawab 

terhadap implementasi sebuah kebijakan mengetahui apa yang harus 

dilakukannya. 

Komunikasi merupakan faktor yang sangat penting karena komunikast 

berkaitan dengan penyampaian inforrnasi, ide, keterlampilan, peraturan dan 

lain-lain menggunakan sarana tertentu kepada pihak yang berhak 

menerimanya (Anwar Arifln, 2000:5). Implementasi kebijakan akan beijalan 

secara efektif bila mereka yang melaksanakan keputusan mengetahui apa 

yang harus mereka lakukan. Komunikasi-komunikasi harus akurat dan harus 

dimengerti dengan cerrnat oleh pelaksana. Kemudian bila kebijakan

kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya, maka petunjuk

petunjuk pelaksana tidak hanya dipahami melainkan juga petunjuk itu harus 

jelas. 

Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan 

secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu. J ika 

implementasi kebijakan yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tampak 

tidak secara jelas, mungkin saja teijadi kesalahpahaman oleh para pelaksana 

yang ditunjuk. Jelas sekali bahwa kebingungan yang dialami para pelaksana 

mengenai masalah yang harus dilakukannya dapat memberi peluang untuk 

tidak mengimplementasikan kebijakan sebagaimana dikehendaki oleh para 

pembuat kebijakan. 

Menurut Edwards (1980: 10) komunikasi harus ditransmisikan kepada 

personel yang tepat, dan harus jelas, akurat serta konsisten Edwards III 

menyatakan: "Orders to implement policies must he transmitted to the 
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appropriate personnel, and they must be clear accurate, and CO!k'listent". 

Dalam hal tm Edwards menjelaskan, bahwa jika pembuat 

keputusan/decision maker berharap agar implementasi kebijakan sesuai 

dengan yang dikehendakinya, maka ia harus memberikan informasi secara 

tepat. Komunikasi yang tepat juga menghindari diskresi/discretion pada para 

implementor karena mereka akan mencoba menerjemahkan kebijakan 

umum menjadi tindakan yang spesifik. 

Pendapat beberapa informan terhadap pandangan pentingnya faktor 

komunikasi dalam meningkatkan Kinerja pegawai Dispora hampir seragam, 

yaitu sebagai acuan dart perintah dari atasan untuk mengetahui apa yang 

akan dikerjakan. Saat dilakukan wawancara dengan Kepala Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan sebagai berikut: 

"Komunikasi merupakan faktor utama yang sangat mempengaruhi 
pada setiap pelaksanaan suatu kebijakan. komunikasi memegang 
peranan penting karena pelaksana harus mengetahui apa yang akan 
mereka kerjakan. Perintah untuk melaksanakan kebijakan harus 
diteruskan kepada aparat secara tepat, dan konsisten." 
(wawancara tanggal 23 Maret 2015) 

Wawancara penulis dilanjutkan dengan Sekretaris Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan sebagai berikut: 

"Komunikasi memiliki peranan sebagai acuan agar pelaksana 
kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. Berarti 
komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan 
terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan 
tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki. Dengan demikian 
komunikasi tersebut harus dinyatakan dengan jelas, tepat, dan 
konsisten." 
(wawancara tanggal 23 Maret 2015) 
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Selanjutnya penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang 

Keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau 

mengemukakan sebagai berikut: 

"Agar implementas1 kebijakan dapat berfungsi efektif, dipalukan 
sebuah Komunikasi yang baik dalam arti harus jelas,akurat dan harus 
dipahami oleh para pelaksananya dan mengetahui apa yang harus 
di lakukan." 
(wawancara tanggal23 Maret 2015) 

Hasil wawancara tersebut memberikan penjelasan bahwa Komunikasi 

merupakan faktor pertama yang sangat mempengaruhi pada setiap 

pelaksanaan suatu kebijakan. Didalam komunikasi terdapat indikator -

indikator untuk mengetahui bagaimana proses komunikasi dijalankan, yaitu 

transmisi, kejelasan dan konsistensi. Komunikasi yang efektif dapat dilihat 

pada dokumentasi gambar dibawah ini : 

Gambar 4.2 
Komunikasi yang dilakukan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kota Lubuklinggau 

Sumber: Data Sekunder ( diolah) 2015 
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Berdasarkan gambar di atas, Komunikasi merupakan tolak ukur 

seberapa jauh kebijakan dalam bentuk suatu peraturan telah disampaikan 

secara jelas dengan interpretasi yang sama dan dapat dilakukan secara 

konsisten dengan aparat pelaksana peraturan tersebut. adanya penyampaian 

informasi tentang Pemberian Tambahan penghasilan pegawai negeri sipil 

telah diberikan oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau. Adanya kejelasan informasi terkait dengan hal tersebut bias 

dilihat cara yang digunakan dalam penyampaian informasi kepada para 

Kepala Bidang yang kemudian akan diteruskan kepada bawahan I staf. 

Menurut Edwards Ill, implementasi kebijakan yang efektif akan tercipta jika 

pelaksana melaksanakan kebijakan tidak hanya dengan suatu petunjuk yang 

jelas, tetapi yang lebih penting adalah konsistensi, komunikasi yang jelas 

dan tegas. Terdapat 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi Faktor 

Komunikasi, yaitu : 

a. Penyampaian lnformasi I Transmission 

Dalam pelaksanaan Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dalam 

peningkatan kinerja pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga (DISPORA) 

Kota Lubuklinggau, Faktor Penyampaian (Transmission) merupakan 

penyampaian atau sosialisasi sebuah isi kebijakan antara pelaksana 

kebijakan dan penerima program kebijakan. 

Penyampaian informasi mempunyai peran yang penting guna 

terwujudnya tujuan yang telah ditetapkan. Esensi dari transmisi adalah 

merubah yang mulanya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya tidak bisa 

menjadi bisa dan yang mulanya sulit menjadi mudah dimengerti. Oleh 
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karena itu, perlu keseriusan dari pembuat maupun pelaksanan kebijakan 

dalam mentransmisikan informasi kepada sasaran yang menjadi tujuan 

kebijakan. Pemerintahan Kota Lubuklinggau dalam hal ini Dinas Pemuda 

dan Olahraga (DISPORA) merupakan pelaksana dari Peraturan Walikota 

Nom or 50 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

ini. Tujuan dari kebijakan tersebut tentunya akan terealisasikan apabila 

sosialisasi atau penyampaian informasi dapat di terima dengan jelas oleh 

pelaksana kebijakan dan dijalankan secara sungguh - sungguh sesuat 

dengan apa yang menjadi subtansi peraturan pemerintah itu. 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dilapangan. Proses penyampaian informasi tentang pelaksanaan Perwal 

Nomor 50 tahun 2013 ini sudah mampu dipahami oleh para pegawat 

Dispora. Dalam satu kesempatan wawancara dengan Kepala Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau beliau menjelaskan bahwa: 

"Memang benar pelaksanaan peraturan Walikota Nomor 50 tahun 
2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ini sudah 
dapat di realisasikan karena mendapat restu dari pemerintahan 
kota Lubuklinggau maupun DPRD Kota Lubuklinggau itu sendiri, 
yang diharapkan akan meningkatkan pegawai di Dinas pemuda dan 
olahraga Kota Lubuklinggau" 
(wawancara tanggal23 Maret 2015) 

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa Penyampaian informasi 

mengenai Peraturan Walikota ini bisa secara maksimal dilakukan dengan 

cara memberitahukan kepada para pegawat di DISPORA sebagai 

sasaran utama dalam kebijakan. Tidak ada sosialisasi khusus yang 

dilakukan implementator berkaitan dengan pelaksanan peraturan Walikota 
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ini. Berdasarkan asumsi tersebut pihak pelaksana kebijakan peraturan 

pemerintah m1 dapat memaksimalkan sosialisasi kepada para pegawai 

di Dispora yang merupakan subjek dalam pengimplitasian peraturan 

Walikota tersebut. 

Penulis juga melakukan melanjutkan wawancara dengan Sekretaris 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau tentang penyampaian 

informasi yang di komunikasikan oleh ptmpman. Berikut basil 

wawancaranya: 

"Di Instansi kami penyampaian Informasi telah dikomunikasikan 
dengan baik dan jelas terhadap para pegawai sebagai kelompok sasaran 
sesuai Instruksi kepala Dinas secara langsung maupun tidak langsung." 
(wawancara tanggal23 Maret 2015) 

Dari wawancara di atas diketahui bahwa dimensi Penyampaian 

lnformasi I transmisi menghendaki agar kebijakan publik tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau disampaikan tidak hanya disampaikan kepada pelaksana 

(implementors) kebijakan tetapi Juga disampaikan kepada kelompok 

sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara 

langsung maupun tidak langsung. 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasubbag Keuangan Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau tentang penyampaian informasi 

yang di komunikasikan oleh pimpinan. Sebagai berikut : 

"Penyampaian Informasi yang kami terima dari Pimpinan telah 
dikomunikasikan dengan efektif sehingga keberhasilan pencapatan 
tujuan yang diharapkan dapat terlaksana dengan baik." 
(wawancara tanggal 23 Maret 20 15) 
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Berdasarkan wawancara tersebut dapat memberikan gambaran bahwa 

Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat 

dalam suatu proses implementasi dalam hal ini Penyampaian informasi 

tentang Tambaha!l Penghasilan Pegawai (TPP) Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kota Lubuklinggau, maka teijadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil 

untuk teijadi dan begitu pula sebaliknya. 

Dari hasil wawancara dengan 3 (tiga) informan di atas dalam proses 

penyampaian Informasi mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di 

Dispora Kota Lubuklinggau sudah dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya 

tersebut para informan juga memberikan informasi bahwa Penyampaian 

infonnasi sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari 

pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat 

keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas 

apa yang akan dikerjakan dapat beijalan bila komunikasi beijalan dengan 

baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus 

ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat. Hal 

ini sangat penting karena kineija implementasi sangat dipengaruhi oleh sifat 

ataupun ciri-ciri dari pelaksana tersebut. Apabila implementor memiliki sifat 

atau karakteristik yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh Walikota Lubuklinggau selaku 

pembuat kebijakan. 

b. Kejelasan Informasi I Clarity 

Kejelasan informasi merupakan Komunikasi yang diterima oleh 

pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak 
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ambigu/mendua dan merupakan suatu ukuran tentang tata cara 

penyelenggaraan pelayanan dan hal-hal lain yang berkaitan dengan 

proses pelayanan publik. Pelayanan publik wajib diinformasikan secara 

terbuka dan dapat diakses oleh semua pihak yang membutuhkan agar 

mudah diketahui, dipahami dan dimengerti oleh pegawai Dispora, 

baik diminta maupun tidak diminta. 

Kejelasan informasi secara internal harus dapat dipahami 

terlebih dahulu oleh aparatur dalam hal m1 pelaksana kebijakan. 

Setelah mereka memahami informasi yang disampaikan oleh sebuah 

kebijakan maka harus memberikan informasi mengenai tujuan dan arahan 

kepada para pegawai Dispora selaku sasaran utama. 

Dalam sebuah wawancara dengan Sekretaris di Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan bahwa : 

"Kejelasan Informasi mengenai Peraturan Walikota Lubuklinggau 
Nomor 50 tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
disampaikan kepada para pegawai karena pemberian Tambahan 
Penghasilan pegawai ini bertujuan untuk Meningkatkan kineija PNS 
dan CPNS, Meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, 
Meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS, dan Meningkatkan 
disiplin keija PNS dan CPNS." 
(wawancara tanggal23 Maret 2015) 

Dari wawancara di atas diketahui bahwa dimensi Kejelasan lnformasi 

I Clarity menghendaki agar kebijakan yang ditransmisikan kepada para 

pegawa1, dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga dian tara 

mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta 

substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing akan 

16/41828.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



59 

mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk 

mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 

Wawancara penulis lanjutkan dengan Kasubbag Umurn di Dinas 

Pemcda dan Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan bahwa : 

"Kejelasan Informasi mengenai Peraturan Walikota Lubuklinggau 
Nomor 50 tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai dapat 
dilakukan dengan membuat prosedur melalui pernyataan yang jelas 
mengenai persyaratan, tujuan, melaksanakan prosedur dengan hati -
hati dan mekanisme pelaporan secara terinci." 
(wawancara tanggal23 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan bahwa 

dalam proses realisasi Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2013 Tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil Kota Lubuklinggau, bahwa kejelasan penyampaian dari 

kebijakan peraturan walikota ini telah di pahami secara menyeluruh oleh 

para pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau. 

Penulis juga mendapatkan informasi ketika mewawancarai seorang 

Pegawai mengenai kejelasan lnformasi mengenai Peraturan Walikota 

mengenat Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), sebagai 

berikut: 

"Jika kebijakan ingin diimplementasikan sebagaimana mestinya 
makaKejelasan Informasi mengenai Peraturan Walikota Lubuklinggau 
Nomor 50 tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai 
Dispora tidak hanya harus dipahami, melainkan juga petunjuk tersebut 
harus jelas." ( wawancara tanggal 23 Maret 20 15) 

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan di atas 

dalam proses Kejelasan Informasi mengenai Tambahan Penghasi1an 
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Pegawai (TPP) di Dispora Kota Lubuklinggau sudah dilaksanakan secara 

baik. Dalam pelaksanaannya tersebut para informan juga memberikan 

informasi bahwa Proses komunikasi melalui Kejelasan informasi kebijakan 

yang ditrasmisika:1 kepada pelaksana dalam hal ini pegawai Dinas Pemuda 

dan Olahraga, dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga 

diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, 

serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga masing- masing 

pegawai akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan 

untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. 

c. Konsistensi I Consistency 

Kebijakan Walikota dalam mengelola wilayahnya didasarkan atas 

tujuan yang telah ditetapkan. Program kebijakan Walikota sangat 

menentukan tercapainya tujuan yang ditetapkan. Upaya-upaya pemerintah 

melalui berbagai kebijakannya harus dilaksanakan dengan baik oleh 

implementator agar tujuan yang ditetapkan dapat terwujud. Pelaksanaan 

kebijakan yang dilakukan harus didasari kepada peraturan-peraturan yang 

ditentukan. Peraturan akan menjadi pedoman bagi pelaksanan dalam 

bertindak guna mewujudkan tujuan yang ditetapkan. 

Dalam sebuah kesempatan wawancara dengan Kepala Bidang Sarana 

dan Prasarana Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Lubuklinggau 

menjelaskan dalam kutipan pembicaraannya dengan peneliti bahwa: 

"Konsistensi penyampaian informasi mengenai Perwal pemberian 
tambahan penghasilan pegawai ini merupakan perwujudan respon dari 
Bapak Walikota guna meningkatkan kinerja dan kesejahteraan para 
pegawai I aparatumya dalam mendukung pembangunan Kota 
Lubuklinggau." (wawancara tanggal 23 Maret 20 15) 
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Berdasarkan basil wawancara di atas, memberikan penjelasan bahwa 

Konsistensi dalam komunikasi pada pelaksanaan peraturan Walikota ini 

dinilai telab cukup, memberi penyelesaian untuk meningkatkan 

kesejabteraan dan kinerja pegawai yang menjadi sasaran dari peraturan 

Walikota tersebut. Peraturan Walikota ketika sudah merupakan sebuab 

kebijakan barus di laksanakan dengan araban dan tujuan kebijakan itu 

sendiri,sangat di perlukan kerja sama untuk menjalankan peraturan Walikota 

itu supaya para pegawai negeri sipil pabam akan apa yang dimaksudkan. 

Hal ini juga dikemukakan Kasubbid Produktivitas Kepemudaan Dinas 

Pemuda dan Olabraga (Dispora) Kota Lubuklinggau menjelaskan dalam 

kutipan pembicaraannya dengan peneliti babwa: 

"Konsistensi disini mengandung pengertian babwa implemenetasi 
kebijakan Perwal tentang Pemberian Tambaban Pengbasilan Pegawai 
(TPP) akan berjalan efektif apabila perintab pelaksanaan barus 
konsisten dan jelas." ( Wawancara tanggal 23 Maret 20 15) 

Dari wawancara di atas diketabui babwa dimensi Konsistensi ini 

terkait dengan sikap, persepsi dan respon dari aparat pelaksana dalam 

memabami secara jelas dan benar terbadap pedoman yang dilaksanakan. 

Tingkat keefektifan implementasi kebijakan tergantung dari konsistensi dan 

kejelasan perintab pelaksananya. Walaupun perintab yang disampaikan 

kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi apabila 

perintab tersebut bertentangan maka perintab tersebut tidak akan 

memudabkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik. 

Pendapat lain mengenai Konsistensi ini juga disampaikan oleb Staf di 

Dispora Kota Lubuklinggau, berikut basil wawancaranya : 
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"Perintah Implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan 
mendorong para pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar 
dalam menafsirkan dan rnengimplementasikan kebijkan tambahan 
penghasilan pegawai ini." 
(wawancara tanggal 23 Maret 2015) 

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa perintah yang 

diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi haruslah konsisten dan jelas 

(untuk diterapkan atau dijalankan). Karena jika perintah yang diberikan 

sering berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi staf 

pelaksana di lapangan.Dimensi konsistensi (consistency) diperlukan agar 

kebijakan yang diambil tidak simpang siur sehingga membingungkan 

pelaksana kebijakan, target grup dan pihak-pihak yang berkepentingan. 

Kebijakan mengenai Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2013 

tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai dalam rangka 

rneningkatkan Kinerja pegawai pada Dinas Pernuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau merupakan salah satu konsistensi penyampaian inforrnasi 

yang baik. Pemerintahan Kota Lubuklinggau mampu men can 

kesepakatan untuk melaksakan kebijakan tersebut. Dalarn rnasalah 

penyampaian inforrnasi tentang pelaksanaan kebijakan ini peneliti 

rnenyimpulkan bahwa sikap pernerintahan Kota Lubuklinggau konsisten 

dalarn mernberi penyampaian inforrnasi tentang pelaksanaan kebijakan ini 

sangat mempengaruhi rnasyarakat yang rnenjadi sasaran kebijakan. Apa 

yang menjadi acuan dan araban dari bentuk dasar pelaksanaan Peraturan 

Walikota rnernberikan acuan terhadap para pegawai negeri sipil di Kota 
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Lubuklinggau pada umumnya dan Pegawai Negeri Sipil di Dinas Pemuda 

dan Olahraga pada khususnya. 

Berdasarkan uraian di atas didapat bahwa dalam Implementasi 

Kebijakan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 50 tahun 2013 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 

Negeri Sipil, Faktor Komunikasi memiliki peranan sebagai acuan agar 

pelaksana kebijakan mengetahui persis apa yang akan mereka kerjakan. 

Berarti komunikasi juga dapat dinyatakan dengan perintah dari atasan 

terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak 

keluar dari sasaran yang dikehendaki berdasarkan 3 (tiga) indikator yang 

mempengaruhi menurut Edward III yaitu penyampaian informasi 

(transmisi), kejelasan informasi dan konsistensi, dapat digambarkan dalam 

bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel4.3 
H "IT aS I d T h k emuan pa a a ap "k . omum as• 

No lndikator Penelitian Basil Temuao di Lapangao 
1 IPenyampaian Infonnasi (transmission) Penyampaian Informasi disampaikan 

dengan baik kepada para pegawai selaku 
pelaksana kebijakan, sehingga informasi 
disampaikan jelas dan dimengerti oleh para j 

pegawai Dispora 
2 Kejelassan Informasi (Clarity) Kejelasan Informasi disampaikkan dengan I 

baik dan jelas kepada para pegawai 
memahami apa yang menjadi I 
maksud,tujuan,sasaran dan substansi dari 
kebijakan Perwal tersebut. 

3 Konsistensi (Consistency~ Konsistensi implementasi Perwal ten tang 
Pemberian Tambahan penghasilan pegawai 
di Dispora telah berjalan efektif dengan 
pelaksanaan perintah yang dilakukan secara 
konsisten danjelas 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 
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Dari uraian di atas didapat bahwa Komunikasi yang dilakukan dalam 

rangka pemberian informasi mengenai Peraturan Walikota Lubuklinggau 

Nomor 50 tahun 2013 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil 

dalam meningkatkan kinerja pegawai padu. Dinas Pemuda dan Olahragu. 

Kota Lubuklinggau sudah dijalankan dengan baik,jelas, tepat dan konsisten. 

Artinya Penyampaian informasi, Kejelasan Informasi dan Konsistensi yang 

disampaikan pada pegawai Dispora jelas sehingga para pegawai mengetahui 

bahwa tujuan dan maksud dari adanya Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 

2013 ten tang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai tersebut. 

4.5.2 Faktor Sumber Daya 

Sumber Daya merupakan hal yang penting dalam implementasi 

kebijakan yang baik. Tujuan dari implementasi tersebut tentunya harus 

dibarengi oleh keberadaan sumber daya yang sesuat dengan 

kebutuhan. Sumber daya merupakan unsur penting dalam pelaksanaan 

kebijakan. Keberadaan sumber daya menjadi kebutuhan mutlak agar tujuan 

kebijakan pemerintah dapat terealisasikan. Pencapaian tujuan akan 

ditentukan oleh kualitas dari sumber daya itu sendiri. 

Faktor sumber daya tidak hanya mencakup jumlah sumber daya 

manusia/aparat semata melainkan juga mencakup kemampuan sumber daya 

manusia untuk mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut. Hal ini dapat 

menjelaskan tesis bahwa sumber daya yang memadai dan memenuhi 

kualifikasi akan menghasilkan pelaksanaan kebijakan yang tepat dan efektif. 
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Edwards III (1980: 54-78) menjelaskan bahwa terdapat empat faktor 

yang menjadi bagian dari sumber daya yang mempengaruhi implementasi 

kebijakan, yaitu: Staf, Informasi, Kewenangan I Otoritas. Dan Fasilitas. 

a. Staf I Sumber Daya Man usia 

Sumber daya merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Sumber daya manusia 

atau staff yang dalam penelitian ini adalah para pegawai di Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kota Lubuklinggau harus cukup baik secara jumlah 

maupun cakap dalam mengerjakan tugasnya. Efektivitas pelaksanaan 

kebijakan sangat tergantung kepada sumber daya manusia (aparatur) yang 

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan. Walaupun aturan mam 

pelaksanaan kebijakan telah di transfonnasikan dengan tepat, tetapi 

sumber daya manusta terbatas baik dari jumlah maupun keahlian maka 

pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan efektif. 

Kemampuan pelaksana kebijakan juga sangat berpengaruh pada 

pelaksana kebijakan itu sendiri, terkait dengan pelaksana kebijakan dan 

kemampuan yang dimiliki, penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris 

di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan bahwa: 

"Pencapaian efektivitas pelaksanaan kebijakan tidak hanya 
mengandalkan banyaknya sumber daya manusia. Kuantitas 
sumber daya manusia harus diimbangi oleh keahlian atau 
kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang menjadi 
tanggung jawabnya. Sumber daya manusia tersebutpun harus 
mengetahui apa yang harus dilakukan. 
(wawancara tanggal 24 Maret 2015) 

Berdasarkan wawancara di atas sumber daya manusta dalam 

implementasi kebijakan selain harus cukup juga harus memiliki 
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keahlian dan kemampuan untuk melaksanakan tugas, anJuran, perintah 

dari atasan (pimpinan). Sumber daya yang ada harus seimbang antara 

ketepatan dan kelayakan yaitu antara jumlah staff yang dibutuhkan dan 

keahlian yang dimiliki ;:,esuai dengan tugas dan pekerjaan yang 

ditanganinya. 

Jumlah Staf I Sumber Daya Manusia yang ada pada Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kota Lubuklinggau menurut pengamatan penulis dan dari 

hasil data yang ada menunjukkan bahwa Jumlah pegawai yang ada masih 

kurang, seperti tabel dibawah ini : 

Tabel 4.4 
Jumlah Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga 

Bulan Januari Tahun 2015 

Aparatur Saat ini 
Proyeksi Kebutuhan 

Keterangan Aparatur Tahun 2015 
(Orang) 

(Orang) 

Jabatan: 
--

Kepala Dinas 1 1 

Sekretaris Dinas 1 1 

Kepala Bidang 3 3 

Kepala Sub Bagian 2 2 

Kepala Sub Bidang 6 6 

Jumlah 13 13 
Non Jabatan 

~ . 

Staf 19 36 

Jumlah 19 36 
Jumlah seluruh 32 45 

pegawai 

i 

Sumber : Renstra Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklmggau. 

Berdasarkan Tabel 4.4 dapat dilihat di Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kota Lubuklinggau aparatur yang ada saat ini berjumlah 32 orang, 

sedangkan proyeksi kebutuhan aparatur sebanyak 45 orang, artinya di Dinas 
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Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau masih membutuhkan 13 orang 

aparatur untuk melaksanakan tugas sehari-hari khususnya di bidang 

kepemudaan dan Olahraga. 

Selain hal tersebut di atas, penulis juga mengamati tingkat pendidikan 

para pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga berpendidikan rendah, Penulis 

juga melakukan wawancara dengan Kasubbag Umum Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau menyatakan bahwa : 

"Di lnstansi kami berdasarkan data kepegawaian yang ada, beberapa 
pegawai yang ada jenjang pendidikannya hanya sampai tingkat 
pendidikan SMA dan SMP." 
(wawancara tanggal 23 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan bahwa 

Tingkat Pendidikan sebagian pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau masih tergolong rendah. Sehingga kemampuan Sumber daya 

manusia yang ada ini perlu ditingkatkan. Berikut data kepegawaian pada 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau berdasarkan Kualifikasi 

pendidikan : 

Tabel 4.5 
Data Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga berdasarkan 

Kualifikasi Pendidikan Bulan Desember Tahun 2014 

NO KUALIFIKASI PENDIDIKAN JUMLAH 

1 S2 2 
2 S1 19 
3 04 -

4 03 1 
5 02 -
6 01 -
7 SMA 9 
8 SMP 1 

JUMLAH 32 
Swnber : LPPD Dmas Pemuda dan Olahraga Kota Lubukhnggau tahun 20 I 4 
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Tabel 4.6 
Data Pejabat Sturuktural dan Fungsional Dinas Pemuda dan Olahraga 

Bulan Desember Tahun 2014 

JUMLAH 
JUMLAH PEJABAT STRUKTURAL JUMLAH STAF/ 

JABATAN NON PNS SKPO ESELON ESELON ESELON ESELON ESELON ESELON 
FUNGSIONAL ESELON I Ia lib lila lllb IVa IVb -

DISPORA - 1 1 3 12 - - 15 

TOTAL - 1 1 3 12 - 15 

Berdasarkan hasil Tabel di atas, memberikan penjelasan bahwa 

Tingkat Pendidikan sebagian pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau masih tergolong rendah. Sehingga kemampuan Sumber daya 

manus1a yang ada ini perlu ditingkatkan dengan pemberian motivasi 

terhadap para pegawai untuk melanjutkan pendidikan minimal sampa1 

Strata 1 ( S 1 ). Diungkapkan oleh Kasubbag Keuangan Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau pada kesempatan wawancara Sebagai berikut : 

"Tingkat Pendidikan pada Dispora Kota Lubuklinggau memang perlu 
ditingkatkan guna mampu memberikan pelayanan maksimal terhadap 
masyarakat." 
(wawancara tanggal 23 Maret 2015) 

Hal senadajuga diungkapkan .oleh Kepala Bidang Pembinaan Pegawai 

Badan Kepegawaian Daerah Kota Lubuklinggau Sebagai berikut : 

"Untuk meningkatkan kinerja pegawai di Kota Lubuklinggau pada 
umumnya dan di Dispora pada khususnya. Hal yang dapat kami 
lakukan dengan memberikan program beasiswa bagi para pegawai agar 
mereka tertarik untuk melanjutkan pendidikan ke program Strata 1 
(S1)." (wawancara tangga123 Maret 2015) 

Berdasarkan wawancara tersebut dengan 2 (dua) informan di atas, 

dapat memberikan gambaran bahwa Semakin baik tingkat pendidikan, maka 

akan meningkatkan kinerja pegawai itu sendiri karena mereka memiliki 
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pengetahuan dan wawasan yang lebih luas sehingga dapat bekerja dengan 

lebih maksimal dalam menjalankan tugas yang diberikan oleh atasan pada 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau. Tanpa memandang 

seberapapun jelas dan konsistennya. perintah implementasi dan tanpa 

memandang seberapapun akuratnya perintah tersebut ditransmisikan, jika 

implementor yang mengimplementasikan kebijakan kekurangan sumber 

daya, maka implementasi tidak akan efektif 

b. Informasi 

Sumber daya informasi Juga menjadi faktor penting dalam 

implementasi kebijakan. Informasi yang relevan dan cukup tentang 

berkaitan dengan bagaimana cara mengimplementasikan suatu kebijakan. 

Hal itu dimaksudkan agar para pelaksana tidak akan melakukan suatu 

kesalahan dalam mengintepretasikan tentang bagaimana cara 

mengimplementasikan atau melaksanakan kebijakan tersebut Informasi ini 

penting untuk diketahui orang-orang yang terlibat dalam implementasi agar 

diantara mereka bersedia melaksanakan dan mematuhi apa yang 

terjadi dalam tugas dan kewajibannya. 

Kemampuan pelaksana kebijakan Juga sangat berpengaruh pada 

pelaksana kebijakan itu sendiri, terkait dengan sumber daya informasi 

penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris di Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan bahwa : 

"Penyampaian informasi mengenai Implementasi Kebijakan tentang 
Tambahan Penghasilan Kejelasan Inforrnasi mengenai Peraturan 
Walikota Lubuklinggau Nomor 50 tahun 2013 tentang Tambahan 
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Penghasilan Pegawai disampaikan kepada para pegawai telah 
disamapaikan kepada staff dengan baik dan mampu dipahami." 
(wawancara tanggal24 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan bahwa 

penyampaian informasi berkaitan dengan implementasi peraturan 

Walikota mt yang berlangsung antara Para pegawai Dispora dengan 

implementator kebijakan secara substansial. Hal senada juga dikemukakan 

oleh Kasubbid Pengendalian dan Perawatan Dinas Pemuda dan Olahraga 

(Dispora) Kota Lubuklinggau menjelaskan dalam kutipan pembicaraannya 

dengan peneliti bahwa: 

"Informasi merupakan data yang diproses sehingga dapat 
dipergunakan untuk menambah pengetahuan para pegawai negeri sipil 
di Dispora mengenai Perwal tentang TPP ini." 
(wawancara tanggal24 Maret 2015) 

Dari wawancara di atas diketahui bahwa Informasi merupakan sumber 

penting dalam implementasi kebijakan Peraturan Walikota tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan pegawm negen sipil di Kota 

Lubuklinggau. Informasi dalam untuk melaksanakan kebijakan disini adalah 

segala keterangan dalam bentuk tulisan atau pesan, pedoman, petunjuk dan 

tata cara pelaksanaan yang bertujuan untuk melaksanakan kebijakan 

tersebut Penymnpaian informasi yang baik dan tepat sasaran akan mudah 

dipahami dan diterapkan oleh para pegawai dispora tentang pelaksanaan 

Perwal Nomor 50 tahun 2013 ten tang pemberian tambahan penghasilan 

pegawai (TPP) ini. 
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Untuk mengetahui proses Informasi tersebut peneliti juga melakukan 

wawancara dengan Staf Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota 

Lubuklinggau, berikut kutipan wawancaranya: 

"Informasi yang disampaikan oleh atasan yang kami cukup jelas dan 
tidak membingungkan I ambigu,sehingga tujuan yang ingin dicapai 
pada dispora mengenai Perwal tentang TPP ini tepat sasaran." 
(wawancara tanggal24 Maret 2015) 

Dari hasil wawancara di atas terlihat bahwa Penyampaian informasi 

mengenai Peraturan Walikota ini bisa secara maksimal dilakukan dengan 

cara memberitahukan kepada para pegawai di DISPORA sebagai 

sasaran utama dalam kebijakan. Apabila teijadi Ketidakjelasan informasi 

tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana 

membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada 

tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang 

hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. 

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan di atas 

dalam proses Informasi mengenai Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di 

Dispora Kota Lubuklinggau sudah dilaksanakan secara baik. Dalam 

pelaksanaannya tersebut para informan juga memberikan informasi bahwa 

informasi kebijakan yang diberikan kepada pelaksana dalam hal ini pegawai 

Dinas Pemuda dan Olahraga, dan pihak lain yang berkepentingan secara 

jelas sehingga diantara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, 

tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut sehingga 

masing- masing pegawai akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan 

16/41828.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas terbuka



72 

serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif 

dan efisien. 

c. Kewenangan I Otoritas 

Kewenangan juga merupakan sumber daya lain yang mempengaruhi 

implementasi Kebijakan Perwal tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 

Pegawai ini. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para 

pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. 

Kewenangan sangat diperlukan, terutama untuk menjamin dan 

meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan dilaksanakan adalah sesuai 

dengan peraturan yang berlaku. Kewenangan ini menjadi penting 

kehadirannya ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan 

untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. 

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai pengaruh dari 

kewenangan/otoritas dalam implementasi kebijakan: 

a) Praktik kewenangan 

Kadang implementor tidak memiliki kewenangan dalam wujud surat 

kewenangan, atau implementor punya kewenangan tetapi terbatas. 

b) Penarikan dana 

Pelaksanaan kebijakan kadang terkendala dengan stapa yang 

berwenang untuk menarik dana bagi pelaksanaan suatu kegiatan. 

Kadang penarikan dana juga terkendala dengan prioritas program lain 

yang ditekankan oleh pihak yang memiliki kewenangan lebih tinggi. 

c) Pihak lain yangjuga memiliki kewenangan 

Implementasi kebijakan terbatasi pada pihak lain yang JUga 
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memiliki kewenangan. Ketika terdapat diskresi yang menytmpang, 

pihak-pihak yang memeriksa kadang merasa segan menerapkan sanksi. 

d) Penggunaan sanksi 

Sanksi atau hukuman yang berat dapat meningkatkan efektifitas 

implementasi. Sebagai contoh pemotongan anggaran bila terjadi 

pelanggaran atau ketidakpatuhan pelaksanaan kebijakan. 

e) Orientasi pelayanan 

Kurangnya kewenangan yang efektif mengakibatkan petugas yang 

seharusnya merupakan badan pengaturlregulatory berubah menjadi 

cenderung berorientasi pelayanan/service. Salah satu sebabnya adalah 

agar timbul kemauan/goad will dari implementor. 

Dalam wawancara dengan Kepala Bidang Kepemudaan di Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan bahwa : 

"Walikota selaku Kepala Pemerintahan yang sangat berupaya 
memperhatikan kesejahteraan pegawainya, dengan kewenangan yang 
beliau miliki dengan mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 50 
tahun 2013 ini.'' 
(wawancara tanggal24 Maret 2015) 

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menilai bahwa 

keberadaan sumber daya mengenai kewenangan yang di berikan sangat 

jelas, karena adanya Faktor kepentingan bagi kesejahteraan Pegawai Negeri 

sipil di Kota Lubuklinggau dan diharapkan Peraturan Waalikota ini dapat 

berJalan sebagaimana mestinya. 
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Pendapat lain mengenai Kewenangan I Otoritas ini juga disampaikan 

oleh Kabid Keolahragaan di Dispora Kota Lubuklinggau, berikut hasil 

wawancaranya : 

"Kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat di~aksanakan, 
ketika wewenang itu nihil maka kekuatan para implementator dimata 
publik tidak terlegitimasi sehingga dapat menggagalkan proses 
implementasi kebijakan tambahan penghasilan pegawai ini." 
(wawancara tanggal 24 Maret 2015) 

Berdasarkan wawancara di atas diketahui bahwa kewenangan mutlak 

diperlukan dalam proses implementasi kebijakan yang ada karena bersifat 

formal, untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan yang akan 

dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Peneliti juga 

melakukan wawancara dengan Kasubbid Sarana dan Prasarana di Dispora 

Kota Lubuklinggau, berikut kutipan wawancaranya : 

"Dengan adanya Perwal Nomor 50 tahun 2013 tentang Pemberian 
Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ini, Kepala Dinas selaku 
Kuasa Pengguna Anggaran pada lnstansi Dispora memiliki 
Kewenangan untuk mengimplementasi Perwal tersebut dengan baik 
dan tepat sasaran guna mendukung program - program yang ada di 
kota Lubuklinggau dan memperhatikan kesejahteraan para 
pegawainya .. " 
(wawancara tanggal24 Maret 2015) 

Dari wawancara diatas menerangkan bahwa dengan adanya 

kewenangan, maka para pelaksana akan dapat menjalankan kebijakan 

dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. 

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan di atas 

dalam tahap Kewenangan I Otoritas mengenai Tambahan Penghasilan 

Pegawai (TPP) di Dispora Kota Lubuklinggau sudah dilaksanakan secara 
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baik. Dalam pelaksanaannya terse but para in forman juga memberikan 

informasi bahwa Faktor Sumber daya melalui Kewenangan yang dimiliki 

bersifat formal, untuk menjamin dan meyakinkan bahwa kebijaksanaan 

yang akan dilaksanakan adalah sesuai dengan peraturan yang berlaku. 

Sehingga masing- masing pegawai akan mengetahui apa yang harus 

dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut 

secara efektif dan efisien. 

d. Fasilitas 

Fasilitas fisik merupakan faktor penting dalam implementasi 

kebijakan Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2013 ini. Implementor 

mungkin mempunyai staf yang mencukupi, kapabel dan kompeten, tetapi 

tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi 

kebijakan tersebut tidak akan berhasil. 

Dalam sebuah wawancara dengan Kepala Bidang Sarana dan 

Prasarana di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau, 

mengemukakan bahwa : 

"Fasilitas atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yang 
berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas yang 
layak, seperti gedung, tanah dan peralatan perkantoran akan 
menunjang dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Peraturan 
Walikota Nomor 50 tahun 2013 tentang pemberian tambahan 
penghasilan pegawai ini." 
(wawancara tanggal24 Maret 2015) 

Pernyataan yang sama juga dituturkan oleh Kasubbid Sarana dan 

Prasarana di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau, 

mengemukakan bahwa : 
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"Fasilitas juga merupakan faktor penting dalam implementasi 
kebijakan. Tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) 
yang memadai maka implementasi kebijakan Peraturan Walikota 
Nomor 50 tahun 2013 tentang pemberian tambahan penghasilan 
pegawai ini tidak akan berhasil.." 
(wawancara tanggal24 Maret 2015) 

Dari hasil wawancara dengan 2 (dua) informan tersebut, dapat 

diketahui bahwa fasilitas yang baik dan memadai akan sangat menunjang 

kegiatan rutinitas yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau. Kepala Dinas selaku Implementor mungkin memiliki staf 

yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya, dan memiliki 

wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tanpa adanya fasilitas 

pendukung ( sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan terse but 

tidak akan berhasil. 

Penulis juga melanjutkan wawancara dengan Pengurus Barang di 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau, berikut kutipan 

wawancaranya: 

"Fasilitas yang dimiliki pada Dispora Kota Lubuklinggau sudah cukup 
memadai, mulai dari fasilitas perangkat kerja seperti komputer dan 
laptop hingga kendaraan dinas operasional baik itu kendaraan roda 2 
maupun roda." 
(wawancara tanggal24 Maret 2015) 

Berdasarkan wawancara tersebut, fasilitas yang pada Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau sudah dikatakan baik dan memadai guna 

menunjang kineija para Pegawainya. Peneliti juga melengkapi data - data 

mengenai fasilitas yang ada pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau dengan mendokumentasikan fasilitas sarana prasarana yang 

ada sebagai berikut : 
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Denah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau 
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Sumber: Data Sekunder (diolah) 2015 

Gambar 4.4 
Balai serbaguna dan mushollah Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kota Lubuklinggau 

Sumber : Data Sekunder ( diolah) 2015 
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Gambar4.5 
Kendaraan Operasional (Mobil Dinas) pada Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kota · 

Sumber: Data Sekunder (diolah) 2015 

Berdasarkan hasil wawancara dengan para Informan di atas dan dari 

hasil dokumentasi yang dilakukan. Penulis dapat menarik kesimpulan bahwa 

pada tahap ini, ketersedian fasilitas sarana dan prasarana yang mampu 

mendukung kegiatan dan program di Dispora telah tersedia dengan baik. 

dilihat dengan adanya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai. Faktor 

Sumberdaya menjadi kebutuhan mutlak agar tujuan kebijakan pemerintah 

dapat terealisasikan. Pencapaian tujuan akan ditentukan oleh kualitas dari 

sumber daya itu sendiri. Berarti Sumberdaya dapat dinyatakan sebagai 

perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana kebijakan sehingga 

penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang dikehendaki berdasarkan 
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4 (empat) indikator yang mempengaruhi menurut Edward III (1980) yaitu 

Staf, Informasi, Kewenangan I Otoritas, dan Fasilitas, dapat digambarkan 

dalam bentuk tabel sebagai berikut : 

Tabel4.7 
H "IT as1 emuan pa a a or urn er d F kt S b D aya (R ) esources 

No Indikator Penelitian Hasil Temuan di Lapangan 
1 Staf Masih bel urn Idealnya jumlah Pegawai pada 

Dispora Kota Lubuklinggau. Staff I Pegawai 
yang ada di Dinas pemuda dan olahraga 
beberapa orang masih memiliki jenjang 
pendidikan rendah yaitn barn sebatas 
memiliki Ijazah SMP dan SMA, sehingga 
perlu dilakukan upaya memberikan fasilitas 
beasiswa untuk meningkatkan kemampuan 
dan kinerja pegawai tersebut. 

2 ~nformasi Informasi disampaikkan dengan baik dan 
jelas kepada para pegawai, agar diantara 
mereka bersedia melaksanakan dan 
mematuhi apa yang terjadi dalam 
melaksanakan tngas dan kewajibannya. 

3 Kewenangan I Otoritas Kewenangan yang dimiliki dan diterapkan 
telah sesuai dengan peraturan yang berlaku 
dan telah betjalan efektif dengan 
pelaksanaan perintah yang dilakukan secara 
konsisten dan jelas 

4 Fasilitas Adanya Fasilitas pendukung (Sarana dan 
Prasarana) yang memadai pada Dispora 
Kota Lubuklinggau 

.. 
Sumber: Hasil Penehttan Tahun 2015 

4.1.3 Faktor Disposisi (Sikap Pelaksana) 

Disposisi atau Sikap pelaksana merupakan faktor penting ketiga dalam 

pendekatan mengena1 studi implementasi kebijakan publik. Jika 

implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2013 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai negeri Sipil dalam rangka meningkatkan Kinerja 

pegawai diharapkan berlangsung efektif, para pelaksana kebijakan tidak 

hanya harus mengetahui apa yang harus dilakukan dan memiliki kapabilitas 
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untuk melaksanakannya tetapi mereka juga harus mempunya1 keinginan 

untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Disposisi diartikan sebagai kecenderungan, keinginan atau 

~esepakatan para pelaksana untuk mdaksanakan kebijakan. Jika 

implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para 

pelaksana tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan 

mempunyat kemampuan untuk melakukan kebijakan itu. Mereka juga 

harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. 

Disposisi ini merupakan karakteristik yang menempel erat kepada 

pelaksana kebijakan. Karakter yang penting dimiliki oleh pelaksana 

kebijakan adalah kejujuran, komitmen, demokratis, kemauan, keinginan, 

dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan secara 

sungguh- sungguh. Disposisi yang tinggi berpengaruh pada tingkat 

keberhasilan pelaksanaan kebijakan. 

Menurut Edward III dalam Winarno (2005:J.I2-l-13) mengemukakan 

"kecenderungan-kecenderungan atau disposisi merupakan salah-satu fak1or 

yang mempunyai konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang 

efektif'. Jika para pelaksana mempunyai kecenderungan atau sikap positif 

atau adanya dukungan terhadap implementasi kebijakan maka terdapat 

kemungkinan yang besar implementasi kebijakan akan terlaksana sesuai 

dengan keputusan awal. Demikian sebaliknya, jika para pelaksana bersikap 

negatif atau menolak terhadap implementasi kebijakan karena kontlik 

kepentingan maka implementasi kebijakan akan menghadapi kendala yang 

sen us. 
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Bentuk penolakan dapat bennacam-macam seperti yang dikemukakan 

Edward III tentang "zona ketidakacuhan" dimana para pelaksana kebijakan 

melalui keleluasaanya (diskresi) dengan cara yang halus menghambat 

implementasi kebijakan dengan cara mengacuhkan, menunda dan tindakan 

penghambatan lainnya. 

penulis melakukan wawancara dengan Kepala Oinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan bahwa : 

"lmplementasi kebijakan yang berhasil bisa gagal ketika para 
pelaksana tidak sepenuhnya menyadari terhadap standar dan 
tujuan kebijakan. Arah disposisi para pelaksana terhadap standar dan 
tujuan kebijakan juga merupakan hal yang penting. Implementor 
mungkin bisa jadi gagal dalam melaksanakan kebijakan karena mereka 
menolak apa yang menjadi tujuan dari suatu kebijakan .. " 
(wawancara tanggal24 Maret 2015) 

Dari wawancara diatas menerangkan bahwa peneliti menilai Apabila 

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat 

menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh 

pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau prespektif 

yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi 

kebijakan juga menjadi tidak efektif. Kebanyakan para pelaksana 

menggunakan sedapat mungkin otoritas dalam mengimplementasikan 

sebuah kebijakan. Salah satu alasan mengenai hal m1 disebabkan 

independensi mereka terhadap pembuat kebijakan. 

Alasan yang lain adalah kompleksitas dari kebijakan itu sendiri. 

Meskipun cara Jain para pelaksana menggunakan otoritasnya tergantung dari 

disposisi mereka yang mengacu kepada kebijakan-kebijakan tersebut namun 
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pada akhirnya sikap merekalah yang akan mempengaruhi cara pandang 

mereka terhadap kebijakan tersebut dan bagaimana mereka melihat 

kebijakan akan berdampak terhadap kepentingan perorangan dan organisasi 

mereka. 

Para pelaksana tidak selalu melaksanakan kebijakan sesuai dengan 

keinginan pembuat kebijakan. Akibatnya pembuat kebijakan senng 

berhadapan dengan tugas-tugas untuk memanipulasi atau bekerja dalam 

lingkungan disposisi para pelaksananya atau bahkan membatasi 

otoritasnya. penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris di Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan bahwa: 

"Jika para pelaksana mendapatkan disposisi yang baik terhadap 
kebijakan tertentu, mereka cenderung melaksanakannya diluar yang 
telah diharapkan pembuat kebijakan sebelumnya. Tetapi ketika 
perilaku dan perspektif para pelaksana berbeda dari pembuat 
keputusan, proses implementasi kebijakan menjadi secara tak terbatas 
lebih membingungkan.'' 
(wawancara tanggal 24 Maret 2015) 

Pemyataan diatas menerangkan bahwa pelaksanaan sebuah 

kebijakan hanya akan efektif jika dilaksanakan oleh aparatur/implementor 

kebijakan yang menyadari akan tugas dan tanggungjawabnya sebagai wujud 

perilaku yang baik dalam menyukseskan setiap program kebijakan yang 

akan diimplementasikan, akan tetapi juga para pembuat kebijakan 

hendaknya menyadari bahwa implementor juga membutuhkan insentif baik 

berbentuk, pengakuan, penghargaan, dan dukungan agar tercipta kondisi 

yang simbiosis mutualisme antara pembuat dan implementor kebijakan 

dalam rangka mengoptimalkan implementasi kebijakan publik. 
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Edward Til dalam Agustinus (2006: 159-160) mengenai disposisi 

dalam implementasi kebijakan menjelaskan terdapat beberapa faktor yang 

mempengaruhi implementasi kebijakan dari disposisi pelaksana, yaitu: 

a. Efck dari Disposisi 

Disposisi atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-

hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan hila personel yang 

ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat 

yang lebih atas. Karena itu, pengangkatan dan pemilihan personel pelaksana 

kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan 

yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga 

masyarakat. 

Dalam sebuah wawancara dengan Sekretaris di Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau, mengemukakan bahwa : 

"Apabila seorang pimpinan telah mampu bersikap baik terhadap suatu 
kebijakan tertentu,maka para staf akan melaksanakan akan 
melaksanakan kebijakan sebagaimana yang diinginkan olehfasilitas 
atau sarana dan prasarana merupakan salah satu faktor yaBapak 
Walikota Lubuklinggau. '' 
(wawancara tanggal25 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan bahwa 

Suatu disposisi dalam implementasi dan karakteristik, sikap yang dimiliki 

oleh implementor kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, komunikatif, 

cerdik dan sifat demokratis. Implementor baik harus memiliki disposisi 

yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti 

apa yang diinginkan dan ditetapkan oleh pembuat kebijakan. Implementasi 

kebijakan apabila memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan 
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pembuat kebijakan, maka proses implementasinya menjadi tidak efektif dan 

efisien. Peneliti juga melakukan wawancara dengan Kasubbag Umum di 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau, mengemukakan bahwa : 

"Agar Disposi berjalan sesuai dengan yang Jiharapkan para staf 
pelaksana tidak hanya harus mengetahui apa yang hams dilakukan dan 
memiliki suatu kemampuan dalam melaksanakan kebijakan tetapi 
mereka juga harus memiliki kemauan untuk melaksanakan kebijakan 
terse but." 
(wawancara tanggal25 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan bahwa 

Apabila para pegawai tidak memiliki kemauan dalam melaksanakan 

kebijakan tersebut maka akan Banyak kebijakan yang jatuh dalam zona 

ketidakpedulian (:one of indifference) karena orang-orang yang seharusnya 

melaksanakan perintah memiliki perbedaan pandangan/ketidaksetujuan 

dengan kebijakan yang dilaksanakan. Sebagai akibat dari disposisi 

implementor ini terdapat kemelesetanlslippage antara kebijakan dan 

implementasi. Edwards III menyebutkan bahwa salah satu permasalahan 

yang menyebabkan ketidakpedulian adalah parochwlism. 

Parochialism timbul sebagai akibat orang yang bekeija dan 

menghabiskan sebagian besar karirnya di suatu lembaga pemerintah. 

Seringkali orang-orang dalam organisasi tersebut berusaha mempertahankan 

status quo dari organisasinya dan berseberangan dengan kebijakan yang ada. 

Kepentingan organisasi sebagai wujud dari parochialism ini seringkali 

didahulukan daripada kebijakan yang ada. Dikarenakan terdapat perbedaan 

cara pandang dari masing-masing organisasi, maka disposisi dari organisasi 

tersebut mempengaruhi implementasi kebijakan pada organisasi itu. 
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Wawancara peneliti lanjutkan dengan Kasubbid Bina Prestasi dan 

Organisasi Olahraga di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau, 

mengemukakan bahwa : 

"Disposi tidak akan beijalan sesuai dengan yang diharapkan apabila 
ada staf pelaksana di Dispora Kota Lubuklinggau tidak 
mengimplementasikan kebijakan sesuai perintah dari pimpinan." 
(wawancara tanggal25 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan bahwa 

Permasalahan lain timbul hila temyata staf pelaksana yang seharusnya 

mengimplementasikan kebijakan temyata tidak mau mengimplementasikan 

kebijakan sesuai perintah yang sebenamya. Ditambah lagi posisi staf 

tersebut temyata tidak bisa I sulit digantikan. Edwards III memberi contoh 

kasus untuk permasalahan ini adalah permasalahan pergantian personel yang 

sulit dilakukan dikarenakan adanya perjanjian politik, atau sistem 

kepegawaian di pemerintah yang lebih mudah mempromosikan daripada 

memecat. 

Setelah melakukan wawancara dengan beberapa informan di atas 

dalam tahap Efek dari Disposisi terhadap Staf di Birokrasi mengenai 

Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di Dispora Kota Lubuklinggau 

belum dilaksanakan secara baik. Dalam pelaksanaannya tersebut para 

informan juga memberikan informasi bahwa Faktor Disposisi dalam 

pelaksanaanya menjadi suatu permasalahan di Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kota Lubuklinggau, karena terdapat Oknum yang belum mampu 

mengimplementasikan kebijakan yang dibuat oleh pimpinan, tidak 

memberikan dukungan bahkan sering bolos kerja, maka proses pelaksanaan 
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kebijakan semakin menjadi sulit dilaksanakan dan tidak akan berjalan 

efektif dan Implementasi Peraturan Walikota Nomor 50 tahun 2013 tentang 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 

meningkatkan Kinerja Pegawai dan oknum tersebut tidak dapat diberikan 

TPP oleh Bapak Walikota. 

c. Insentif 

Menurut George Edward salah satu teknik yang disarankan untuk 

mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan 

memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak 

menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulsi insentif oleh para 

pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. 

Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan 

menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana kebijakan 

melaksanakan perintah dengan baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya 

memenuhi kepentingan pribadi (self interest) atau organisasi.Mengganti 

personel pelaksana implementasi (implementor) adalah pekerjaan yang 

sulit, dengan memberikan insentif tambahan untuk memberikan motivasi 

bagi implementor dalam melaksanakan tugasnya. 

Di dalam Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 50 Tahun 2013 

Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kota Lubuklinggau dijelaskan bahwa 

jumlah besaran Insentif yang diterima para pegawai berdasarkan Kinerjanya 

seperti Tabel di bawah ini : 
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Tabel4.8 
label Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan Calon 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. 
No Pangkat/Gol Besaran TPP (Rp) 
1. CPNS 

Golongan I Rp 600 000 (80% X Rp 750.000) 
Golongan II Rp 680.000 (80% X Rp 850.000) 
Golongan III Rp 800 000 (80% X Rp.l.OOO.OOO) 

2. PNS Non Eselon 
Golongan I Rp 750.000 
Golongan II Rp. 850.000 
Golongan III Rp. 1.000.000 
Golongan IV Rp 1.200.000 

3 PNS Struktural 
Eselon V Rp 1.100.000 
Eselon IV.B Rp. 1.200.000 
Eselon IVA Rp. 1.400.000 
Eselon Ili.B Rp. 2.000.000 
Eselon Ill.A Rp. 2.400.000 
Eselon 11.8 Rp. 3.500 000 
Eselon II.B (Asisten Sekda) Rp. 5.000.000 
Eselon IIA Rp. 7 500.000 

Sumber: Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 22/KPTS!DPPKN2014 

Dalam sebuah wawancara dengan Sekretaris Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan bahwa : 

"Dispora Kota Lubuklinggau merupakan Instansi pelaksana kebijakan 
daerah yang telah menerapkan pemberian Tunjangan Penghasilan 
Pegawai atau Insentif guna meningkatkan keberhasilan pelaksanaan 
tugas dan tanggung jawab dalam instansi yang bergantung pada 
Disiplin kerja dan Kinerja pegawai." 
( wawancara tanggal 25 Maret 20 15) 

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menilai bahwa 

Pemberian lnsentif sangat mempengaruhi peningkatan kinerja bagi para 

pegawat di kota Lubuklinggau khususnya Dispora Kota 

Lubuklinggau.Besaran Pemberian Insentif tersebut dibayarkan sesuat 

dengan perhitungan tingkat disiplin dan kinerja pegawai itu sendiri. Pada 

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 2013 dijelaskan bahwa 

jika pegawai negeri sipil yang melakukan tindakan pelanggaran disiplin 
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pegawai seperti yang tertulis pada Bab II Pasal 2 akan diberikan sanksi 

sesuai dengan Lampiran Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 

22/KPTS/DPPKA/2014 tentang Tabel Pengurangan Nilai Disiplin Pegawai 

(NDP) di Lingkungan Pemerintah I~ota Lubuklinggau sebagai berikut : 

Tabel4.9 

label Pengurangan Nilai Disiplin Pegawai (NDP) Di lingkungan 

Pemerintah Kota lubuklinggau. 

Nilai 
No Komponen Pengurangan 

I Hari 

1 Tidak Masuk Kerja Tanpa Keterangan 4% 

2 Tidak Mengikuti Apel Pagi 1% 

3 Izin Sakit Tanpa Keterangan Dokter 1,5% 

4 
Izin Tidak Masuk Kerja Urusan Keluarga I 

1,5% 
Pribadi 

5 Tidak Apel Sore 1% 

Sumber: Keputusan Walikota Lubuklinggau Nomor 22/KPTS/DPPKA/2014 

Hal senada juga diungkapkan oleh Kasubbag Keuangan Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan bahwa : 

"Sejak diberlakukannya Perwal nom or 50 tahun 2013 tentang 
Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai ini, tingkat kedisiplinan 
dan kinerja jauh meningkat walaupun ada sebagian kecil pegawai yang 
belum mampu untuk melaksanakannya dengan berbagai alasan. 
(wawanwancara tanggal 25 Maret 2015) 

Berdasarkan wawancara tersebut peneliti menilai bahwa 

keberadaan Pemberian Insentif sangat mempengaruhi peningkatan kinerja 

bagi para pegawai. lnsentif merupakan salah-satu teknik yang disarankan 

untuk mengatasi masalah sikap para pelaksana kebijakan dengan 

memanipulasi insentif Pada dasamya orang bergerak berdasarkan 
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kepentingan dirinya sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat 

kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan. Dengan cara 

menambah keuntungan atau biaya tertentu mungkin akan menjadi faktor 

pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan 

baik. Hal ini dilakukan sebagai upaya memenuhi kepentingan pribadi atau 

pengabdian terhadap instansi dimana bekerja. Berarti Sumberdaya dapat 

dinyatakan sebagai perintah dari atasan terhadap pelaksana-pelaksana 

kebijakan sehingga penerapan kebijakan tidak keluar dari sasaran yang 

dikehendaki berdasarkan 3 (tiga) indikator yang mempengaruhi menurut 

Edward III yaitu penyampaian informasi (transmisi), kejelasan informasi 

dan konsistensi, dapat digambarkan dalam bentuk tabel sebagai berikut: 

H "IT ast 
Tabel4.10 

d F k emuan pa a a 
Indikator Penelitian 

tor ISpOSISI 
Hasil Temuan di La_pangan 

Efek dati Disposisi Kecenderungan sikap pelaksana mematuhi 
arahan dan tugas yang diberikan pimpinan, 
akan tetapi data yang didapat ada 1 orang 
yang tidak melaksanakan kebijakan yang 
diinginkan dan sering_ bolos keJja. 

Insentif Program Perwal Nom or 50 tahun 2013 
tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai (insentif) di Kota Lubuklinggau 
terbukti sang at mampu meningkatkan 
disiplin dan kinerja para pegawai khususnya 
di Dispora Kota Lubuklinggau. 

Sumber: Hasil Penelitian Tahun 2015 

4.5.4 Faktor Struktur Birokrasi 

Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling senng bahkan 

secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi memegang 

peranan penting dalam melaksanakan kebijakan, dikarenakan birokrasi 

merupakan aparat pemerintah yang mempunyai tugas menterjemahkan 
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dalam melaksanakan kebijakan pemerintah. Dalam Implementasi Peraturan 

Walikota Lubuklinggau nomor 50 tahun 2013 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CaJon Pegawai Negeri Sipil, para 

pelaksana kebijakanjuga berpcdoman pada petunjuk pelaksanaan yang ada. 

Menurut Edwards III, dua permasalahan utama dari struktur birokrasi 

adalah prosedur operasional standar (SOP =Standard Operating Procedure) 

dan fragmentasi. 

1) Standard Operating Procedures (SOP) 

Bagian yang terpenting dalam organisasi kebijakan adalah 

adanya SOP (Standard Operating Procedure) SOP merupakan suatu 

pedoman tertulis yang dipergunakan untuk menggerakkan pelaksana 

dalam pembagian tugas agar organisasi yang dijalankan efektif sehingga 

tujuan yang ditetapkan dapat terealisasikan. 

Menurut Edwards III (1980: 125) SOP adalah respon yang timbul 

dari implementor untuk menjawab tuntutan-tuntutan pekerjaan karena 

kurangnya waktu dan sumber daya serta kemauan adanya keseragaman 

dalam operasi organisasi yang kompleks dan tersebar luas. Edwards III 

( 1980: 141) juga menjelaskan bahwa SOP yang bersifat rutin didesain untuk 

situasi tipikal di masa lalu mungkin mengambat perubahan dalam kebijakan 

karena tidak sesuai dengan situasi atau program baru. SOP sangat mungkin 

menghalangi implementasi kebijakan-kebijakan baru yang membutuhkan 

cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk 

mengimplementasikan kebijakan. Semakin besar kebijakan membutuhkan 
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perubahan dalam cara-cara yang rutin dari suatu organisasi, semakin besar 

probabilitas SOP menghambat implementasi. 

Dalam sebuah wawancara dengan Sekretaris di Dinas Pemuda dan 

Olanraga Kota Lubuklinggau, mengemukakan bahwa : 

"Pada Instansi kami telah memiliki SOP gunan mendukung program 
dan kegiatan sesuai dengan Tupoksi Dispora guna mendukung 
program dan visi-misi pemerintah Kota Lubuklinggau." 
(wawancara tanggal25 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan bahwa 

pada Dimensi Struktur Birokrasi, Standar Operasional Prosedur telah 

dimiliki oleh Dispora Kota Lubuklinggau, Proses penyusuanan standar 

pelayanan agar lebih mudah haruslah diketahui saecara pasti prosedur itu 

dari suatu jenis pelayanan. Melalui prosedur yang jelas , akan lebih mudah 

diketahui berapa biaya yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, siapa saja 

yang terlibat, peralatan apa saja yang diperlukan serta persyaratan apa saja 

yang harus dipenuhi oleh pengguna jasa pelayanan 

Adanya SOP untuk mendukung program dan Kegiatan sesuai dengan 

Tupoksi (Tugas Pokok dan Fungsi) Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut : 

Bahwa dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur 

pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau perlu 

mengidentifikasi, menyusun dan menerapkan Standar Operasional Prosedur 

(SOP), bahwa dalam mengidentifikasi, menyusun dan menerapkan Standar 

Operasional Prosedur (SOP) perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan 
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Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau nomor 

014/KPTS/DISPORA/I/2014 tentang PENYUSUNAN DAN PENERAPAN 

ST ANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) P ADA DIN AS 

PEMUDA DAN OLAHRAGA KOT A LUBUKLINGGAU. 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasubbag Umum 

dan Kepegawaian di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau, 

mengemukakan bahwa: 

"Dengan adanya SOP, ada pedoman yang menunjukkan apa yang 
harus dilakukan, kapan hal tersebut dilakukan dan siapa yang 
melakukan, sehingga dalam pelaksanaan tugas tidak ada lagi 
keterlambatan, tidak saling tumpang tindih dan sebagainya. 
( wawancara tanggal 26 Maret 20 15) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan bahwa 

dengan adanya SOP ini maka akan tercipta Standarisasi dan sinkronisasi 

dari pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing - masing bidang I 

subbidang yang ada di Dinas Pemuda dan Olahraga daerah, sehingga akan 

tercipta harmosisasi yang selaras di lingkungan Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau. Selain itu dengan adanya SOP siapapun akan 

lebih mudah belajar dan mendiagnosis masalah yang tetjadi dalam 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Staff di Dinas 

Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau, mengemukakan bahwa : 

"Dengan adanya SOP, maka sasaran dan target yang ada pada Dispora 
dapat terpenuhi, yaitu Meningkatkan Kinerja SDM, Meningkatkan 
Kualitas Pemuda dan meingkatkan Kompetisi Olahraga dan 
Pembinaan Olahraga. Seperti yang tercantum pada LAKIP Dinas 
pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau tahun 2014. 
(wawancara tanggal26 Maret 2015) 
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Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan bahwa 

keberadaan SOP ini sangat penting guna mengetahui aspek - aspek 

~truktural paling dasar pada suatu organisasi atau instansi. Peneliti juga 

mendapatkan data - data tentang Ruang Lingkup,Tujuan dan manfaat SOP 

yang diterapakan di Dispora Kota Lubuklinggau yaitu meliputi : 

a) Ruang lingkup SOP 

Ruang lingkup penyusunan Standar Operasional Prosedur di unit 

kerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau mencakup 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dari Sekretariat yang meliputi 

Sub bagian Umum, Sub bagian Keuangan, tugas pokok dan fungsi 

Bidang Kepemudaan Meliputi Sub bagian produktifitas 

kepemudaan dan sub bidang lembagan kepemudaan. Tugas pokok 

dan fungsi Bidang Olahraga meliputi, Sub bidang olahraga pelajar 

mahasiswa dan masyarakat. Tugas pokok dan fungsi bidang 

sarana dan prasarana meliputi, sub bidang sarana dan prasarana 

dan bidang pengendal ian dan perawatan. 

b) Tujuan SOP 

Tujuan disusunya Buku SOP Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau adalah: 

1. Untuk menjadi acuan bagi para pejabat/staf pada masmg

masing Bidang/Sub bidang/sub bagian dalam melaksanakan 

tugas pokok, dan fungsinya; 
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2. Untuk menjadi pedoman dan mensinergikan berbagai tugas 

pokok dan fungsi di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kota Lubuklinggau 

3. Sebagai standarisasi cara/metoJe yang dilakukan pegawa1 

dalam menyelesaikan pekerjaan khusus, sehingga bisa 

mengurangi kesalahan dan kelalain; 

4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak 

tergantung pada intervensi manaJemen sehingga 

menguragi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses 

kerja sehari-hari; 

5. Meningkat kan akuntabilitas dengan melaporkan dan 

mendokumentasi hasil dalam 

hari; 

pelaksanaan tugas sehari-

6. Menciptaka ukuran Standar kinerja sehingga memudahkan 

pegawai dalam memperbaiki,mengevaluasi, meningkatkan 

kinerjanya. 

c) Manfaat SOP 

Dengan disusunnya SOP Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau diharapkan dapat dipetik beberapa manfaat, yaitu; 

1. Menghindari ketidakjelasan prosedur berbagai pelayanan di 

Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau; 

2. Menjamin terlaksananya seluruh proses pelayanan melalui 

prosedur yang benar meliputi alur, persyaratan, kelengkapan, 

output yang dihasilkan dan waktu yang tetap (standar). 
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3. Memudahkan penelusuran berbagai tindak peny1mpanan 

dalam pelaksanaan tugas~ 

4. Meningkatkan efesiensi dan efektivitas pelaksanaan proses 

pelaksanaan tugas; 

5. Memberikan jalan bagi implentasi pemerintahan yang bersih 

(clean government) yang pada akhimya diharapkan juga 

akan memberikan jalan bagi terwujudnya good governance di 

Dinas pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau. 

2) Fragmentasi 

Menurut George Edwards Ill (dalam Winarno,2012:206) menjelaskan 

bahwa fragmentasi merupakan penyebaran tanggurig jawab dari suatu 

kebijakan pada beberapa unit organisasi. Fragmentasi berasal terutama dari 

tekanan-tekanan di luar unit-unit birokrasi, seperti komite-komite legislatif, 

kelompok-kelompok kepentingan, pejabat-pejabat eksekutif, konstitusi 

negara dan sifat kebijakan yang mempengaruhi organisasi birokrasi publik 

Semakin banyak aktor-aktor dan 

badan-badan yang terlibat dalam suatu kebijakan tertentu dan semakin 

saling berkaitan keputusan-keputusan mereka, semakin kecil kemungkinan 

keberhasilan implementasi. Edward menyatakan bahwa secara 

umum,semakin koordinasi dibutuhkan untuk mengimplementasikan suatu 

kebijakan, semakin kecil peluang untuk berhasil. 

Penulis melakukan wawancara dengan Sekretaris di Dinas Pemuda 

dan Olahraga Kota Lubuklinggau mengemukakan bahwa : 
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"Upaya penyebaran tanggung jawab kegiatan- kegiatan atau aktifitas 
- aktifitas pegawai diantara berapa unit ketja. Sebagai contoh dispora 
beketja sama dengan dinas pendidikan dalam kegiatan Kepemudaan 
seperti Pemilihan anggota Paskibraka." 
(wawancara tanggal 27 Maret 2015) 

Berdasarkan hasil wawancara di atas, memberikan penjelasan 

bahwa Fragmentasi sebagai salah satu ciri penting yang perlu dimiliki oleh 

setiap peraturan pemerintah yang baik ialah kemampuannya untuk 

memadukan Hirarki badan - badan pelaksana. 

Organisasi pelaksana yang terfragmentasi ( terpecah-pecah 

atau tersebar) akan menjadi distorsi dalarn pelaksanaan kebijakan. Semakin 

terfragmentasi organisasi pelaksana semakin membutuhkan koordinasi 

yang intensif. Hal ini berpeluang tetjadinya distorsi komunikasi yang akan 

menyebabkan gagalnya pelaksanaan suatu kebijakan. 

Keberhasilan implementasi kebijakan yang kompleks, perlu adanya 

kerjasama yang baik dari banyak orang. Oleh karena itu, 

fragmentasi organisasi ( organisasi yang terpecah-pecah) dapat merintangi 

koordinasi yang diperlukan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan 

yang kompleks. Adanya perubahan yang tidak diinginkan (perubahan-

perubahan tidak seperti biasanya) menciptakan kebingungan yang semua 

itu akan mengarah pada pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dari 

tujuan semula yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Tahap pembuatan kebijakan antara pembentukan kebijakan dan 

konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhinya. 

Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang 
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merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan 

mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan 

sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga 

akan menga.lami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang 

diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan (Edwards Ill 

dalam Winarno, 2002: 174). 

Fragmentasi mengakibatkan pandangan-pandangan yang sempit dari 

banyak lembaga birokrasi. Hal ini akan menimbulkan konsekuensi pokok 

yang merugikan bagi keberhasilan implementasi kebijakan. Berikut 

hambatan-hambatan yang terjadi dalam fregmentasi birokrasi berhubungan 

dengan implementasi kebijakan publik menurut Budi Winarno,2005: 153-

154: "Pertama, tidak ada otoritas yang kuat dalam implementasi kebijakan 

karena terpecahnya fungsi-fungsi tertentu ke dalam lembaga atau badan 

yang berbeda-beda. Di samping itu, masing-masing badan mempunyai 

yurisdiksi yang terbatas atas suatu bidang, maka tugas-tugas yang penting 

mungkin akan terlantarkan dalam berbagai agenda birokrasi yang 

menumpuk". 

"Kedua, pandangan yang sempit dari badan yang mungkin juga akan 

menghambat perubahan. Jika suatu badan mempunyai fleksibilitas yang 

rendah dalam misi-misinya, maka badan itu akan berusaha mempertahankan 

esensinya dan besar kemumgkinan akan menentang kebijakan-kebijakan 

barn yang membutuhkan perubahan". 
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5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan mengenm 

lmplementasi Peraturan Walikota Lubuklinggau nomor 50 tahun 2013 tentang 

Tambahan Penghasilan Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil dan Caton Pegawai 

Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan Kinerja Pegawai di Dinas Pemuda dan 

Olahraga Kota Lubuklinggau dianalisis dengan Teori Kebijakan George C. 

Edward Ill, yang mengungkapkan Implementasi Kebijakan dapat dilihat melalu 

empat faktor yaitu, Komunikasi, Sumber Daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi, 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Komunikasi 

Permasalahan proses komunikasi disini merupakan hal yang sangat 

penting untuk menentukan tujuan sebuah kebijakana meliputi 3 sub 

komponen, yaitu Transmisi (Sosialisasi), Kejelasan persoalan, dan 

Konsistensi program kebijakan telah dilaksanakan optimal. Selama ini 

sosialisasi Perwal Nomor 50 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil mampu disosialisasikan kepada seluruh 

Pegawai Negeri Sipil di Kota Lubuklinggau. 

2. Faktor Sumber Daya 

Staf yang ditunjuk dalam pelaksanaan Perwal Nomor 50 tahun 2013 belum 

dapat melaksanakan tugasnya secara optimal hal ini disebabkan tidak 
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seluruh pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau 

mencapai jenjang pendidikan Strata 1 (S-1) dan Jumlah pegawai yang 

berjumlah 32 Orang dipandang belum memadai dari jumlah Ideal sebanyak 

45 Orang. 

3. Faktor Disposisi 

Masalah watak atau sikap implementor dalam menjalankan implementasi 

merupakan hal yang mempengaruhi aspek komunikasi dan struktur birokrasi 

serta sumber daya yang dilibatkan dalam proses implementasi Perwal 

Nomor 50 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai 

Negeri Sipil ini, hal ini dikarenakan karena banyaknya pihak yang 

dilibatkan sebagai pelaksana hingga membuat interprestasi dalam 

menjalankan tugasnya tidak sesuat dengan komitmen yang telah menjadi 

tujuan bersama. 

4. Faktor Struktur Birokrasi 

Prosedur operasi yang standar (standard operating procedures atau SOP), 

Dalam Perwal Nomor 50 tahun 2013 tentang Pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil ini telah ada acuan standar 

pelaksanaannya, ditunjang dengan pengawasan dari pelaksana yang telah 

memiliki pandangan yang sama guna mendukung visi dan misi dari 

Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

5.2 Saran 

5.2.1 Saran Teoritis 

1. Sebagai pengembangan studi Implementasi kebijakan publik khususnya 

yang berhubungan dengan Implementasi Kebijakan Tambahan 
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Penghasilan Pegawai (TPP) di Kota Lubuklinggau, maka penulis 

mengharapkan untuk diadakan lagi penelitian lanjutan dengan 

menggunakan model analisis yang berbedamenggunakan analisis yang 

berbeda dengan penulis gunakan, dengan harapan untuk menggali lebih 

dalam mengenai Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) di 

Kota Lubuklinggau. 

2. Perlunya penelitian bertujuan untuk mengevaluasi hasil dan dampak 

Implementasi Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) terhadap 

kelompok sasaran para Pegawai di Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 

Lubuklinggau. 

5.2.2 Saran Praktis 

1. Melakukan upaya - upaya pembekalan dan pemahaman bagi para 

Pegawai Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau tentang 

Perwal ini guna secara berkelanjutan untuk mampu meningkatkan 

Disiplin dan Kinerja dalam bekerja, sehingga pemberian Tambahan 

Penghasilan Pegawai (TPP) yang diberikan oleh Walikota Lubuklinggau 

dapat dimanfaatkan secara maksimal. 

2. Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ini dimaksudkan agar 

melakukan peningkatan kinerja oleh seluruh Pegawai dalam pelaksanaan 

penyelenggaraan tugas pemerintahan di Dinas Pemuda dan Olahraga 

Kota Lubuklinggau khususnya di bidang Kepemudaan dan Olahraga 

yang diharapkan selama ini. 
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Peraturan Perundang-undangan dan Dokumen 

Data dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau 

Undang- undang Nomor 5 tahun 2014 ten tang Aparatur Sipil Negara 

Undang- undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
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Peraturan Pemerintah Nom or 46 tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi kerja 

Pegawai Negeri Sipil 

Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 50 tahun 2013 tentang Tambahan 

Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan CaJon Pegawai Negeri Sipil di 

Lingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau. 

APBD Kota Lubuklinggau tahun 2014 (DPPKA Kota Lubuklinggau) 
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Lampiran Pedoman W awancara 

Faktor Komunikasi 

1. Bagaimana proses Penyampaian Informasi tentang Kebijakan Tambahan 
Penghasilan Pegawai Negeri Sipil dalam meningkatkan Kinerja Pegawai di 
Dispora dapat sampai ke seluruh pegawai yang ada? 

2. Bagaimana cara memberikan kejelasan informasi tentang Kebijakan 
Tambahan Penghasilan Pegawai kepada para pelaksana kebijakan di 
Dispora? 

3. Bagaimana Konsistensi sikap Bapak I Ibu dalam melaksanakan kebijakan 
Tambahan Penghasilan Pegawai terhadap peningkatan Kinerja Pegawai? 

Faktor Sumber Daya 

1. Siapa saja yang menjadi pelaksana kebijakan tentang pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai ini? 

2. Adakah syarat - syarat khusus untuk mendapatkan Tambahan Penghasilan 
Pegawai ini? 

3. Bagaimana pelaksanaan kewenangan yang dimiliki pimpinan diberlakukan 
di Dispora? 

4. Bagaimana fasilitas sarana dan prasarana yang ada guna menunjang 
peningkatan Kinerja pegawai terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai? 

Faktor Disposisi 

1. Bagaimana Efek dari Disposisi (Sikap Pelaksana) terhadap kebijakan 
Tambahan Penghasilan Pegawai terhadap Peningkatan kinerja Pegawai 
Dispora Kota Lubuklinggau? 

2. Apakah Bapak I Ibu mau meningkatan Kinerja dengan adanya Kebijakan 
Pemberian Tambahan penghasilan Pegawai ini? 

3. Bagaimana sikap Pelaksana terhadap Peraturan pemberian Tambahan 
Penghasilan Pegawai (Insentif) yang diterima? 

Faktor Struktur Birokrasi 

1. Bagaimana Penyesuaian Prosedur kerja dalam pelaksanaan kebijakan? 
2. Apakah pelaksana kebijakan mematuhi semua peraturan yang berkaitan 

dengan Kebijakan Tambahan Penghasilan Pegawai ini? 
3. Bagaimana Koordinasi antar Pelaksana Kebijakan tentang Penyebaran 

tanggung jawab7 
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WALIKOTA LUBUKLINGGAU 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 50 TAHUN 2013 

TENTANG~· 

' ' -

TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN CALON PEGAWAI 
NEGERI SIPIL DIUNGKUNGAN PEMERINTAH KOTA LUBUKLINGGAU 

Menimbang: 

Mengingat: 

a. 

b. 

( 

WAUKOTA LUBUKLINGGAU, 

bahwa guna meningkatkan kesejahteraan dan motivasi 
kerja serta disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggau maka 
perlu diberikan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang 
besamya disesuaikan dengan kemampuan keuangan 
daerah; 

bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dal£ Negeri 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali 
diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat 
memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai 
Negeri Sipil dalam rangka peningkatan kesejahteraan 
pegawai berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan 
menyes11Bikan kemampuan keuangan daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, , perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Pemberian Tambahan Penghasilan 
Pegawai kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai 
Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggau; 

i 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang I 
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87,. Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhlr dengan Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat 
Pemerintahan Daerah {Lembaran Nega.ra Repub · 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembar 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438), 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lemba.ran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran 
Negam Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemeritah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 20 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daeral 1 

sebagaimana telah beberapa kali diubah. terakhir den . 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 201 : I 
tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dal · 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 

9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Poko 
pokok Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuang ' 
Daerah (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 200 
Nomor 6 Seri A); 

10. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 2013: 
Tentang Hari Kerja di Lingkungan Pemerintah Ko i 
Lubuklinggau. ' 
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Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN W ALIKOTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN 
PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) KEPADA PEGAWAI NEGERI 
SIPIL DAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI UNGKUNGAN 
PEMERINTAH KOTA LUBUKLINOOAU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasall 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah daerah Kota Lubuklinggau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau sebagaimana 1 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemben 
Kota Lubuklinggau. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Waliko 
Lubuklinggau. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalat 
lembaga perwakilan rakyat daerah Kota Lubuklinggau sebagai unsw 
penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

5. Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wakil Walikota adalah Waki 
W alikota Lubuklinggau 

6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera.h yang selanjutnya disingkat APBI 
1 

adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Lubuklinggau yan' 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau. 

1 

8. Satuan Keija Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SKPI ' 
adalah Satuan Kelja Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau. ; 

I 

9. Dokum.en Pelaksanaan Anggaran Satuan Kelja Perangkat Daerah yan ' 
selanjutnya d.isingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatarl ~ 
belanja dan pembiayaan Pemerintah Kota Lubuklinggau yang · ' 

"-----/ sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh Pengguna AnggaranjKua 
Pengguna Anggaran. l 

I 

10. Pegawai Negeri yang selanjutnya disingkat PNS Sipil adalah Pegawai Nege1 ~ 
Sipil pada Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau j 

11. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calo 
Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Lubuklinggau. i 

12. Pejabat Struktural adalah Pejabat yang secara tegas ada dalam struktt;' 
organisasi di lingk:ungan Pemerintah Kota Lubuklinggau; 

13. Kinetja adalah keluaran/hasil dari kegiatanjprogram yang akan atau tela· 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas d 1 

kualitas yang terukur; 

14. Tambahan Penghasilan Pegawai adalah tambahan penghasilan yang diberi 
kepada PNS dan CPNS dilingkungan Pemerintah Kota Lubuklinggau ol 
Pemerintah Kota Lubuklinggau diluar gaji dan tunjangan dalam ran 1 

meningkatkan kesejahteraan umum pegawai berdasarkan peratura 
perundang-undangan. 
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Pasal2 

Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai bertujuan untuk: 
a. meningkatkan kineija PNS dan CPNS; 
b. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat; 
c. meningkatkan kesejahteraan PNS dan CPNS; dan 
d. meningkatkan disiplin kerja PNS dan CPNS. 

BAB II 
JENIS TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ( 

Pasal3 

(1) Jenis Tambahan Penghasilan Pegawai dapat diberikan berdasarkan . 
pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan · 
daerah. 

(2) Tambahan Penghasilan Sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diberikan · 
dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan: 
a. tambahan penghasilan pegawai berdasa.rkan beban kelja; 
b. tambahan penghasilan pega.wai berdasarkan tempat bertugas;., 
c. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan kondisi kerja;.-
d. tambah.an penghasilan pegawai berdasarkan kelangkaan profesi; ' 
e. tam.bahan penghasilan pegawai berdasarkan prestasi kerja; , 
f. tambahan penghasilan pegawai berdasarkan pertimbangan objektif ; 

lainnya / 

Pasal4 , 

I 
(1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan beban kerja adalah tambahan • 

penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dibebani peketjaan untuk; 
menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban ketja normal. 

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas adalah ; 
tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam i 

melaksanakan tugasnya berada di daerah yang memiliki tingkat kesulitan , 
tinggi dan daerah terpencil. 

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja adalah tambahan ' 
penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam melaksanakan' 
tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi. 

1 

(4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi adalah • 
tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang dalam mengemban ' 
tugas memiliki keterampilan khusus dan langka; 

(5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi kerja adalah! 
tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS yang memiliki prestasi : 
ketja yang tinggi dan/ a tau inovasi. \ 

(6) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan pertimbangan objektif lainnya 
adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada PNS dalam rangka 
peningkatan kesejahteraan umum pegawai. , 

BA.B Ill. t I ..5 ' A: 
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BABill 
KRITERIA PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI 

Pasa15. 

Bagian Kesatu 
Kriteria Umum 

{ 1) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan be ban ke:rja diberikan dalam 
hal: 
a. volume pekeijaan yang tinggi dan harus dilaksanakan diluar jam kerja 

normal danjatau hari libur, dan; 
b. pekerjaan yang menuntut kecepatan dan ketelitian yang tinggi serta 

koordinasi intensif dengan SKPD terkait. 

(2) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan tempat bertugas diberikan 
da1am hal tempat bertugas berada pada daerah yang terpencil yangsulit 
dijangkau atau keterbatasan sarana transportasisebagaimana ditetapkan 
dalam peraturan perundang-undangan. 

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kondisi kerja diberikan dalam 
hal tempat bertugas berada pada daerah lingkungan kerja yang memiliki 
resiko tinggi. 

(4) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan kelangkaan profesi diberikan 
dalam hal: 
a. PNS yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan 

langka; 
b. Keterampilan khusus dan langka seba.gaimana dimaksudpada huruf a, 

tidak diberikan tunjangan jabatan fungsional sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

(5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan prestasi ke:rja diberikan dalam 
hal PNS yang dalam melaksanakan tugasnya dinilai memiliki prestasi keija. 

(6) Tamba.han Penghasilan Pegawai 
objektif lainnya diberikan untuk 
umum pegawai, dalam rangka : 

berdasarkan 
peningkatan 

a. Penunjang kesejahteraan pelaksanaan tugas; 
b. Penunjang Peningkatan disiplin pegawai. 

Pasal6 

Bagian Kedua 
Kriteria Khusus 

( 1) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan kepada : 

pertimbangan 
kesejahteraan 

a. Seluruh PNS dan CPNS yang bekeija di lingkungan Pemerintah Kota • 
Lubuklinggau kecuali PNS yang telah mendapatkan Tunjangan Profesi ' 
Guru dan PNS / CPNS pada SKPD yang mendapat Tambahan Penghasil 1 

Berdasarkan Beban Keija, Tempat Bertugas, Kondisi Keija, Kelan 
Profesi, dan Prestasi Keija; 

b. PNS dan CPNS yang diperbantukan/ dipeke:rjakan di luar Pemerintah Kota • 
Lubuklinggau yang penetapannya berdasarkan Keputusan Walikot.a; · 

c. PNS Pusat/Provinsi yang diperbantukanf dipekerjakan di lingkungan: 
n----=-•-'- TT.-•- T .... l.... .... l-1.:----·· ----- -------6.-~~--- ,_ __ ..2 ____ 1 ___ ' 
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(2) Tambahan Penghasilan Pegawai tidak diberikan kepada PNS dan CPNS dalam 
hal: 
a. melaksanakan cuti; 
b. menjadi pegawai titipan di luar Pemerintah Kota Lubuklinggau; 
c. merupakan pegawai titipan dari pemerintah daerah lainnya; 
d. sedang melaksanakan tugas belajar. 

(3} Dengan diberikannya Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana I 

djmaksud dalam Pasal 4 maka kepada PNS dan <:PNS tidak diperkenankan 
diberikan uang lembur dan uang makan. 

(4) Tambahan Penghasilan Pegawai belum diberikan kepada PNS Mutasi antar 
daerah sampai dianggarkan pada APBO. 

(5) Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Kriteria Behan Ketja, Tempat 
Bertugas, Kondisi Kerja, Kelangkaan Profesi, dan Prestasi Kerja, dapat 
diberikan kepada SKPD yang mempunyai kriteria sebagaimana dimaksud 1 

Pada Pasal4 ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

BAB IV 1'/ 

PEMBEBANAN ANGGARAN / 

Pasal 7 

Tambahan Penghasilan Pegawai dianggarkan pada APBD Pemerintah Kota • 
Lubuklinggau pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA} masing-masing ; 
SKPD. 

BAB V •' 
PEMBAY ARAN / 

Pasal8 

(I) Tambahan Penghasilan Pegawai diberikan selama 12 (dua belas} bulan setiap ! 

tahunnya. 
' 

i 

,~- (2) Perhitungan Besaran Tambahan Penghasilan Pegawai bagi PNS dan CPNS , 
ditetapkan dengan Keputusan W alikota. _, ' 

(3) Tambahan Penghasilan Pegawai dibayarkan setelah berakhimya bulan : 
betjalan dengan memperhatikan tingkat disiplin pegawai; 

,-
I 

(4) Percepatan pembayaran penghasilan dapat dilakukan pada waktu tertentu ~ 
yaitu bulan Desember tahun anggaran betjalan. 

---
(5) Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai dilakukan dengan mekanisme · 

pembayaran Langsung (LS). / . 

(6) CPNS dibe~ Tambahan Penghasilan Pegawai sebesar 80% (delapan puluh ; 
persen) dan besaran Tambahan Penghasilan Pegawai sesuai dengan ; 
golongan dan ruang. ! 
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/ 

/ 

BAB VI / 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal9 i 

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal clitetapkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
Pada tangal 2 o~~ 2013 

rAUKOTA L BUKUNGGAV~ 

~ H.SN.P 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 2 o~~ 2013 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

lr. H. PARIGAN, MM 
Pembina Uta.ma Madya 
NIP. 19561017 198603 1 002 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2013 NOMOR ... ~.c?.. 
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PERATURANWALIKOTA LUBUKLINGAU 

NOM OR 48 T AHUN 2014 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI 
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 

~ 16 ~ 
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W ALIKOT A LUBUKLINGGAU 
PROVINSI SUMA TERA SELA TAN 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU 
NOMOR 48 TAHUN 2014 

TENTANG 

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA 
DAN OLAHRAGA KOTA LUBUKLINGGAU 

Menirnbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam 
Pasal 47 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 
Tahun 20 14 ten tang Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota 
tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Pemuda dan Olahraga Kota Lubuklinggau; 

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 ten tang 
Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114); 

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan 
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 737); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

5. Peratura.n .. 

. 1. 
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Menetapkan 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi 
Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis 
Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537); 

6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 
20 14 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota 
Lubuklinr-gau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau 
Tahun 2014 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENJABARAN TUGAS 
POKOK DAN FUNGSI DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA 
KOTA LUBUKLINGGAU. 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan 

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota 
Lubuklinggau. 

3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Lubuklinggau. 

5. Dinas adalah Dinas Pemuda dan Olahraga Kota 
Lubuklinggau. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemuda dan 
Olahraga Kota Lubuklinggau. 

7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi 
Sumatera Selatan. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut 
UPTD adalah unsur pelaksana operasional dinas ui 
lingkungan dinas yang melaksanakan tugas teknis 
operasional. 

9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok 
Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan 
hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk 
melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya 
dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan 
Daerah. 

BAB. 
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BAB II 
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI 

Bagian Kesatu 
Kedudukan 

Pasa12 

( 1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah di 
bidang Pemuda dan Olahraga; 

(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang 
berada di bawah dar bertanggungjawab kepada 
Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

Bagian Kedua 
Tugas Pokok 

Pasal 3 

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan 
kewenangan daerah di bidang pemuda dan olahraga serta 
melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh 
Pemerintah dan/ a tau Pemerintah Provinsi. 

Bagian Ketiga 
Fungsi 

Pasal4 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 Dinas mempunyai fungsi : 

a. pengelolaan kegiatan kesekretariatan, meliputi 
keuangan, umum dan kepegawaian; 

h. penyusunan program di bidang pemuda, olahraga, 
sarana dan prasarana, kewirausahaan dan industri 
olahraga; 

c. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi 
serta pembinaan teknis di bidang pemuda, olahraga, 
sarana dan prasarana, kewirausahaan dan industri 
olahraga; 

d. pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup 
tugasnya; 

e. penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian di 
bidang pemuda, olahraga dan sarana dan prasarana, 
kewirausahaan dan industri olahraga; dan 

f. pelaksanaan tugas lain di hidang pemuda dan olahraga 
yang diserahkan oleh Walikota. 

BAB. .. 

3. 
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BAB III 
SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 5 

Susunan organisasi Dinas terdiri dari : 

a. Kepala Dinas; 

b. Sekretariat, membawahkan : 

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

2. Sub Bagian Keuangan; dan 

3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pe~aporan. 

c. Bidang Kepemudaan, membawahkan : 

1. Seksi Pemberdayaan Pemuda; 

2. Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda; dan 

3. Seksi Kepemimpinan Pemuda. 

d. Bidang Keolahragaan, membawahkan : 

l. Seksi Olahraga Pendidikan; 

2. Seksi Olahraga Prestasi;dan 

3. Seksi Olahraga Rekreasi. 

e. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan : 

1. Seksi Sarana dan Prasarana; dan 

2. Seksi Pengandalian dan Perawatan. 

f. Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga, 
membawahkan : 

1. Seksi Kewirausahaan Pemuda; dan 

2. Seksi Industri Olahraga. 

g. UPTD; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional. 

BABIV 
URAlAN TUGAS 

Bagian Kesatu 
Kepala Dinas 

Pasal 6 

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 
huruf a peraturan ini mempunyai tugas memimpin, 
mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta 
kegiatan di bidang pemuda, olahraga, sarana dan 
prasarana, kewirausahaan dan industri olahraga. 

Bagian Kedua 
Sekretariat 

Pasal 7 

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan 
penyusunan dan pelaksanaan program serta 
melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang 
tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas. 

Pasal.. 
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Pasal8 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 

a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan; 

b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi 
perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi 
kepegawaian; 

c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, 
keprotokolan dan hubungan masyarakat; 

d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan 
perpustakaan; 

c. pelaksanaan koordinasi, 
evaluasi dan pelaporan 
kerja; dan 

pembinaan, pengendalian, 
pelaksanaan kegiatan unit 

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala 
Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

Pasal9 

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai 
tugas sebagai berikut: 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan 
Kepegawaian; 

b. menyelenggarakan, melaksanakan dan mengelola 
administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai 
dan pendidikan pelatihan pegawai; 

c. melaksanakan pembinaan organisasi dan 
ketatalaksanaan, urusan surat menyurat, 
kearsipan, rumah tangga, perjalanan dinas, 
keprotokolan, penyusunan rencana kebutuhan 
barang, peralatan, mendistribusikan; 

d. melaksanakan tata usaha barang, 
perawatan/penyimpanan peralatan kantor dan 
pendataan inventaris kantor; 

e. menyelenggarakan administrasi perkantoran; 

f. melaksanakan kebersihan dan keamanan kantor; 

g. menghimpun, mengolah data, menyusun program 
kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan 

h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan 
oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya. 

(2) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas sebagai 
berikut: 

a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam 
rangka penyusunan administrasi keuangan Dinas; 

b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan; 

c. menyusun dan menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban keuangan sesuai ketentuan 

5- d. melaksanakan ... 
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yang berlaku; 

d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan 
lainnya sesuai ketentuan yang berlaku; 

e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan 
melaksanakan kontrol keuangan secara periodik; 

f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas; dan 

g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan 
oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya 

(3) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan, 
mempunyai tugas sebagai berikut : 

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Program, 
Evaluasi dan Pelaporan; 

b. melaksanakan penyiapan bahan dan 
melaksanakan koordinasi dalam penyusunan 
rencana strategis pembangunan bidang 
kepemudaan dan keolahragaan; 

c. menyiapkan rumusan kebijakan program kerja dan 
rencana kerja kegiatan bidang kepemudaan dan 
keolahragaan; 

d. menyiapkan dan menyusun bahan pengembangan 
kerja sama lintas sektor; 

e. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen 
dan Pelaporan Dinas Pemuda dan Olah Raga; 

f. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi 
penyusunan rencana kegiatan tahunan 
pembangunan kepemudaan dan keolahragaan; 

g. melaksanakan monitoring dan koordinasi dalam 
rangka penyusunan bahan evaluasi dan laporan 
kegiatan Dinas Pemuda dan Olah Raga; 

h. menyiapkan bahan dan sarana pertimbangan 
kepada pimpinan dalam rangka pengendalian dan 
pengembangan pembangunan bidang kepemudaan 
dan keolahragaan; 

1. melakukan evaluasi pelaksanaan rencana dan 
program pembangunan di bidang pemuda dan 
olah raga; 

j. melakukan penyusunan laporan tahunan dan 
laporan lainnya; dan 

k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan 
oleh sekretaris sesuai tugas dan fungsinya 

Pasal ... 
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Bagian Ketiga 
Bidang Kepemudaan 

Pasal 10 

Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan 
urusan dibidang pemberdayaan kepemudaan, 
pengembangan organisasi pemuda, kepemimpinan 
pemuda, kaderisasi kepemudaan, pembangunan wawasan 
kebangsaan dan aktivitas pemuda serta tugas lain yang 
diberikan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 11 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 10, Bidang Kepemudaan mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 

a. penyusunan/perumusan bahan penetapan kebijakan 
di bidang kepemudaan; 

b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan; 

c. pengkoordinasian, pembagian dan pengaturan 
pelaksanaan tugas; 

d. penyelenggaraan urusan pemberdayaan kepemudaan; 

e. penyelenggaraan urusan pengembangan organisasi 
kepemudaan; 

f. penyelenggaraan urusan pembangunan wawasan 
kebangsaan dan kepemimpinan pemuda; dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 12 

(1) Seksi Pemberdayaan Pemuda, mempunyai tugas 
sebagai berikut : 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas; 

b. melaksanakan kegiatan Sarjana Penggerak 
Pem bangunan; 

c. melaksanakan kegiatan pemuda pelopor; 

d. melaksanakan seleksi pertukaran pemuda antar 
provinsi maupun antar Negara; 

e. melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemulihan 
pemuda beresiko; 

f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

(2) Seksi Pengembangan Organisasi Pemuda, mempunyai 
tugas sebagai berikut : 

a. melaksanakan ... 
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a. melaksanakan pelayanan administrasi dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas; 

b. menyusun pedoman teknis pengembangan 
organisasi kepemudaan; 

c. melaksanakan pembinaan pengembangan 
organisasi kepemudaan; 

d. meneliti dan memproses permohonan pemberian 
rekomendasi dalam rangka kegiatan kepemudaan; 

e. monitor dan evaluasi kegiatan pengembangan 
organisasi kepen,udaan; 

f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bidang Kepemudaan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

(3) Seksi Kepemimpinan Pemuda, mempunyai tugas 
sebagai berikut : 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas; 

b. menyusun pedoman teknis pembangunan wawasan 
kebangsaan dan kepemimpinan pemuda; 

c. monitor dan evaluasi kegiatan pembangunan 
wawasan kebangsaan dan kepemimpinan pemuda; 

d. meneliti dan memberikan rekomendasi dalam 
rangka kegiatan pembangunan wawasan 
kebangsaan dan kepemimpinan pemuda; 

e. melaksanakan seleksi dan pelatihan paskibraka; 
dan 

f. melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran 
bela negara; 

Bagian Keempat 
Bidang Keolahragaan 

Pasal 13 

Bidang Keolahragaan dipimpin oleh Kepala Bidang, 
mempunyai tugas pokok melaksanakan pemberian 
pertimbangan, penyusunan, pelaksanaan, mengendalikan 
dan pengawasan kebijakan, program dan kegiatan pada 
Bidang Keolahragaan yang meliputi olahraga pendidikan, 
olahraga prestasi, dan olal1raga rekreasi. 

Pasal 14 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 13, Bidang Keolahragaan mempunyai fungsi 
sebagai berikut : 

a. penyusunan ... 
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a. penyusunan perumusan bahan penetapan kebijakan 
di bidang keolahragaan; 

b. pengembangan dan keserasian kebijakan olahraga; 

c. pengelolaan dan penyelenggaraan olahraga; 

d. pembinaan dan pengembangan Ilmu, Pengetahuan dan 
Teknologi dibidang keolahragaan; 

e. penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga; 

f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan tenaga 
keolahragaan; 

g. pl'ngembangan ketjasama dan informasi keolahragaan; 

h. pengembangan dan peningkatan kemitraan 
pemerintah dengan masyarakat dalam pembangunan 
olahraga; 

i_ pengembangan manajemen olahraga; 

j. pengembangan kemitraan industri dan kewirausahaan 
olahraga; 

k. peningkatan profesionalisme atlit, pelatih, manager 
dan pembina olahraga; 

1. pembangunan dan pengembangan industri olahraga; 

m. pengaturan sistem penganugerahan, penghargaan dan 
kesejahteraan pelaku olahraga; dan 

n. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh 
atasan sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal 15 

(1) Seksi Olahraga Pendidikan, mempunyai tugas sebagai 
berikut: 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas ; 

b. menyusun pedoman teknis olahraga pendidikan; 

c. memfasilitasi kegiatan olahraga pelajar dan 
mahasiswa tingkat Kota, provinsi dan nasional; 

d. melal(sanakan pemusatan latihan olahraga pelajar 
dan mahasiswa; 

e. mengumpulkan 
mahasiswa; 

data olahraga pelajar dan 

f. melaksanakan kerjasama dengan unit terkait dalam 
penyelenggaraan pekan olahraga pelajar dan 
mahasiswa; 

g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

h. melaksanakan 
Kepala Bidang 
dan fungsinya. 

9-
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(3) Seksi ... 
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(2) Seksi Olahraga Prestasi, mempunyai tugas sebagai 
berikut: 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas; 

b. menyusun pedoman teknis olahraga prestasi; 

c. menyusun rencana analisa potensi olahraga 
prestasi; 

d. memfasilitasi pelaksanaan olahraga prestasi; 

e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bidang Keolahragaan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

(3) Seksi Olahraga Rekreasi, mempunyai tugas sebagai 
berikut: 

a. melaksanakan pelaya.-1an administrasi dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas; 

b. menyusun pedoman teknis olahraga rekreasi yaitu 
olahraga masyarakat, tradisional dan penyandang 
cacat; 

c. melakukan pemassalan dan pembibitan olahraga 
rekreasi; 

d. monitor dan evaluasi kegiatan pembibitan olahraga 
rekreasi; 

e. memfasilitasi pelaksanaan olahraga rekreasi; 

f. mengembangkan olahraga rekreasi; 

g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bidang Keolahragaan sesuai dengan tugas 
dan fungsinya. 

Bagian Kelima 
Bidang Sarana dan Prasarana 

Pasal 16 

Bidang Sarana dan Prasarana mempunyai tugas 
merumuskan dan melaksanakan pengembangan sarana 
dan prasarana olahraga, pengendalian dan pemanfaatan 
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. 

Pasal 17 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 16, Bidang Sarana dan Prasarana 
mempunyai fungsi sebagai berikut : 

a. Penyusunan ... 
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a. penyusunan perencanaan program dan kegiatan 
bidang sarana dan prasarana olahraga; 

b. perumusan kebijakan tekhnis dalam pembangunan, 
pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
olahraga; 

c. pembinaan, koordinasi dan fasilitasi dalam 
pembangunan, pengendalian dan pemanfaatan sarana 
dan prasarana olahraga; 

d. penyelenggaraan pembangunan, pengendalian dan 
pemanfaatan sarana dan prasarana olahraga; 

e. pemberian izinfrekomendasi penyelenggaraan 
pertandingan olahraga dan penggunaan sarana di 
bidang pemuda dan olahraga; 

f. pengawasan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan, 
pengendalian dan pemanfaatan sarana dan prasarana 
olahraga; 

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas, 
sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan 

h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas. 

Pasal 18 

( 1) Seksi Sarana dan Prasarana, mempunyai tugas sebagai 
berikut: 

a. melaksanakan pelayanan administrasi dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas; 

b. menyusun dan merencanakan 
pernbangunan dan pengadaan 
prasarana olahraga; 

pelaksanaan 
sarana dan 

c. menginventarisasi pengadaan, penyaluran dan 
pemeliharaan sarana olahraga; 

d. mengevaluasi pengelolaan sarana dan prasarana 
olahraga; 

e. mernbuat dan rnenyusun laporan kegiatan; dan 

f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala Bidang Sarana dan Prasarana sesuai dengan 
tugas dan fungsinya. 

(2) Seksi Pengendalian dan Perawatan, rnernpunyai tugas 
sebagai berikut : 

a. melaksanakan pelayanan adrninistrasi dan 
mengkoordinasikan pelaksanaan tugas; 

b.menyusun ... 
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b. menyusun konsep pedoman teknis, standar, 
kriteria, dan prosedur pemeliharaan dan perawatan 
sarana dan prasarana kepemudaan dan 
keolahragaan; 

c. melakukan pemetaan kondisi dan proyeksi 
pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana 
kepemudaan dan keolahragaan; 

d. melakukan pemeliharaanfperawatan sarana dan 
prasarana kepemudaan dan keolahragaan; 

e. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
pemeliharaan dan perawatan sarana dan prasarana 
kepemudaan dan keolahragaan; 

f. melakukan pembimbingan teknis pemeliharaan dan 
perawatan sarana dan prasarana kepemudaan dan 
keolahragaan; 

g. melakukan pengajuan usul penghapusan sarana 
dan prasarana kepemudaan dan keolahragaan yang 
tidak layak digunakan; 

h. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi 
Pemeliharaan dan Perawatan dan memberikan 
saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan 
perumusan kebijakan; dan 

1. melakukan tugas kedinasan lain yang 
diperintahkan oleh atasan sesuai bidang tugasnya 
untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas. 

Bagian Keenam 
Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga 

Pasal 19 

Bidang Kewirausahaan Pemuda dan Industri Olahraga 
mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas 
Dinas dalam merumuskan, menganalisa, menyusun dan 
melaksanakan kebijakan di bidang kewirausahaan 
pemuda dan industri olahraga. 

Pasal 20 

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19, Bidang Kewirausahaan Pemuda dan 
Industri Olahraga mempunyai fungsi sebagai berikut: 

a. menumbuhkan dan meningkatkan kreaiifitas dz.n 
aktivitas pemuda; 

b. melaksanakan kegiatan kewirausahaan kepemudaan; 

c.pembinaan .. 
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c. pembinaan dan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan 
Teknologi dibidang keolahragaan; 

d. pengembangan dan peningkatan kemitraan dengan 
pemerintah dan pihak swasta dalam pembangunan 
olahraga; 

e. pengembangan dan peningkatan kemitraan dengan 
pemerintah dan pihak swasta di bidang kewirausahaan 
pemuda; 

f. pembangunan dan pengembangan industri olahraga; 
dan 

g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan kepala 
dinas sesuai tugas dan fungsinya. 

Pasal21 

( 1) Seksi Kewirausahaan Pemuda mempunyai tugas 
sebagai berikut: 

a. melaksanakan dan menyusun rencana program dan 
petunjuk teknis di bidang kewirausahaan pemuda; 

b. menyiapkan rancangan Peraturan perundang-
undangan yang untuk peningkatan dan 
pengembangan kewirausahaan pemuda; 

c. melakukan koordinasi dengan lembaga dan instansi 
terkait untuk pembinaan pemuda dalam 
menumbuhkan jiwa kewirausahaan; 

d. mengadakan pendidikan dan pelatihan 
kewirausahaan untuk pemuda; 

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan 
kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya. 

(2) Seksi lndustri Olahraga mempunyai tugas sebagai 
berikut: 
a. melaksanakan dan menyusun rencana program dan 

petunjuk teknis di bidang industri olahraga; 
b. melaksanakan pengembangan pengolahan data 

base di bidang pengolahan data; 
c. melaksanakan peliputan dan pembuatan 

dokumentasi sebagai bahan informasi yang 
diperlukan oleh instansi terkait maupun 
masyarakat untuk pembangunan dan 
pengembangan industri olahraga; 

d. melakukan monitoring perkembangan olahraga 
dalam rangka menyiapkan data dan informasi di 
bidang pengolahan data; 

e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan 
tugas; dan 

f. melaksanakan tugas-tugas iain yang diberikan 
kepala bidang sesuai tugas dan fungsinya. 

BAB. .. 
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BABV 

UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS 

Pasal22 
(1) UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional 

Dinas di lapangan. 

(2) UPTD dipimpin oleh seorang kepala yang berada di 
bawah dan bertanggungjawab kepada kepala Dinas. 

Pasal23 

UPTD mempunyai tugas sebagai berikut: 

a. melaksanakan sebagian tugas Dinas; dan 

b. melaksanakan urusan administrasi. 

Pasal 24 

UPTD dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu sesuai 
dengan yang ditetapkan oleh Walikota. 

BABVI 
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

Pasal25 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai 
dengan keahlian dan kebutuhan. 

Pasal 26 

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 25 terdiri dari sejumlah tenaga fungsional 
yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat ( 1) dipimpin oleh seorang Tenaga 
Fungsional Senior yang ditunjuk. 

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan 
beban kerja. 

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1) diatur berdasarkan Peraturan 
Perundang-undangan. 

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas 
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang
undangan yang berlaku. 

BAB. .. 
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BAB VII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 27 

Pada saat Peraturan Walikota m1 mulai berlaku, 
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2008 
Tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas 
Pemuda dan Olahraga dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 28 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota 1m dengan 
penempatannya dalarn Berita Daerah Kota Lu buklinggau. 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 6 Oktober 2014 

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

dto 

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pad a tanggal 6 Oktober 20 14 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

dto 

H. PARIGAN 

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 48 

, < ·~ '> Salinan sesuai dengan aslinya 
/-,~~)~>-.. ·· -. KEPALA BAGIAN HUKUM 

~~~-C"·~· 
' ....... 

ASRON ERWADLSH .M Hum 
PEMBINA /IV.a 
NIP 19660806 198803 1 004 
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